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DPRD Buton Selatan
Tetapkan Rapat Paripurna
HUT ke-12 Busel Digelar 22
Juli 2026, Jadi Momentum

~ Evaluasi Daerah

Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan
La Ode Nurunani

Laporan: Firman

BUTON  SELA-
TAN, BP- Dewan
Perwakilan ~ Rakyat

Daerah (DPRD) Ka-
bupaten Buton Sela-
tan menetapkan ra-
pat paripurna dalam
rangka Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-12
Kabupaten Buton
Selatan akan dilak-
sanakan pada Rabu,
22 Juli 2026. Kepu-
tusan tersebut diambil
melalui rapat Badan
Musyawarah  (Ban-
mus) DPRD setelah
berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupat-
en Buton Selatan guna
menyelaraskan seluruh
agenda peringatan hari
jadi daerah.

Penetapan jadwal
itu dilakukan karena
Pemerintah Kabupat-
en Buton Selatan telah
menjadwalkan upaca-
ra resmi HUT ke-12
pada Kamis, 23 Juli
2026. Dengan demiki-
an, rapat paripurna di-
gelar sehari lebih awal
agar seluruh rangkaian
kegiatan dapat ber-
langsung secara tert-

Lanjut ke Hal: 7

HUT ke-58, BPJS
Kesehatan Ajak 400
Peserta Prolanis
Budayakan Hidup Sehat
di Kotamara Baubau

Laporan: Firman

BAUBAU, BP
-BPJS Keseha-
tan Cabang Baubau
menggelar  Semarak
Gerak Sehat Program
Pengelolaan Penyakit
Kronis (Prolanis) yang
diikuti  sekitar 400
peserta dari 30 Klub
Prolanis di kawasan
Alun-alun Kotamara,
Sabtu  (11/7/2026).
Kegiatan dalam rang-
ka memperingati
Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-58 BPIJS
Kesehatan itu menja-
di bagian dari upaya
memperkuat budaya
hidup sehat sekaligus

menekan risiko pen-
yakit kronis melalui
pendekatan  promotif
dan preventif.

Kepala BPJS Kese-
hatan Cabang Baubau,
Sarman  Palipadang,
mengatakan Prola-
nis merupakan salah
satu program unggu-
lan BPJS Kesehatan
yang dirancang untuk
meningkatkan  kuali-
tas hidup peserta yang
menderita  hipertensi
dan diabetes melitus.
Menurutnya,  keber-
hasilan program terse-
but membutuhkan
kolaborasi seluruh pi-
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Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, menegaskan

komitmen pemerintah untuk memperkuat pelestarian
warisan budaya Kesultanan Buton saat mengunjungi

Kawasan Cagar Budaya Benteng Keraton Buton

di Baubau, Sulawesi Tenggara, Minggu (12/7/2026).

Benteng ini dibangun bukan oleh
Belanda ataupun Portugis, tetapi
oleh masyarakat Buton sendiri. Ini
menunjukkan kemampuan dan kehebatan
orang Nusantara dalam membangun
sistem pertamamnan yang luar biasa.

- Dr. FADLI ZON
Menteri Kebudayaan Rl

Benteng Keraton Buton

panjang * 2.750 meter,
salah satu benteng
terluas di dunia.

Dibangun oleh masyarakat
Buton tanpa campur tangan
bangsa kolonial.

Tinjau situs bersejarah:
Makam Sultan Murhum,
batu air, Popaua, dan
meriam kuno.

Usulkan Sultan Buton ke-20
dan ke-23 sebagai Pahlawan
Nasional.

Kompleks Makam Sultan
Murhum diproyeksikan jadi
kawasan Cagar Budaya

Nasional.

Polres dan Kejari Baubau Perkuat Sinergi
Demi Penegakan Hukum Berkualitas

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP -Ke-
polisian Resor (Polres)
Baubau dan Kejak-
saan Negeri (Kejari)
Baubau = memperte-
gas komitmen mem-
perkuat sinergitas pen-
egakan hukum melalui
audiensi dan silaturah-
mi yang digelar di
Kantor Kejari Baubau,
Selasa  (14/7/2026).
Pertemuan terse-
but menjadi langkah
strategis untuk mem-
perkuat koordinasi da-
lam Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (Crim-
inal Justice System)
guna  menghadirkan

pelayanan hukum
yang profesional,
berkeadilan, serta
memberikan  kepas-
tian hukum bagi mas-
yarakat.

Kepala Kejaksaan
Negeri Baubau, Tau-
fiq Djalal, S.H., M.H.,
menegaskan ~ bahwa
hubungan kerja an-
tara Kejaksaan dan
Kepolisian bukanlah
program baru, me-
lainkan amanat un-
dang-undang yang
telah menjadi bagian
dari sistem penega-
kan hukum nasional.
Menurutnya, koordi-
nasi yang baik antara

penyidik  kepolisian
dan jaksa penuntut
umum menjadi fondasi
penting dalam meng-
hasilkan proses hukum
yang berkualitas.

“Hasil penyidikan
yang baik akan mela-
hirkan penuntutan

yang baik, dan penun-
tutan yang baik akan
menghasilkan putusan
yang baik. Karena itu,
sinergi merupakan se-
buah keharusan. Tu-
juan kita sama, yakni
memberikan rasa aman
dan rasa keadilan ke-
pada masyarakat,” te-
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BAUBAU, BP -
Menteri Kebudayaan
Republik  Indonesia,
Dr. Fadli Zon, me-
negaskan  komitmen
pemerintah untuk
memperkuat pelestar-
ian warisan budaya
Kesultanan Buton
saat mengunjungi
Kawasan Cagar Bu-
daya Benteng Ker-
aton Buton di Kota

Baubau, Sulawesi
Tenggara, Minggu
(12/7/2026). Dalam
kunjungan  tersebut,

ia menyebut benteng
bersejarah itu sebagai
mahakarya  arsitek-
tur asli  Nusantara
yvang menjadi bukti
kemajuan peradaban
masyarakat Buton
sekaligus aset budaya
nasional yang harus
dikembangkan secara
berkelanjutan.(*)

Menurut Fadli Zon,
Benteng Keraton Bu-
ton yang telah ber-
status Cagar Budaya
Nasional merupakan
hasil karya masyarakat
Buton tanpa campur
tangan bangsa kolo-
nial. Benteng sepan-
jang sekitar 2.750
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HUT Ke-67 Buton, Bupati
Alvin Ajak Warga Perkuat
Persatuan dan Kolaborasi

Bupati Buton Alvin Akawijaya

Laporan: Firman

BUTON, BP- Pe-
merintah  Kabupaten
Buton menjadikan
peringatan Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-67
Kabupaten Buton se-
bagai momentum
memperkuat persatuan
dan kolaborasi seluruh
elemen  masyarakat
dalam  mempercepat
pembangunan daerah.
Komitmen  tersebut
ditegaskan Bupati Bu-
ton Alvin Akawijaya
Putra, S.H., saat memi-
mpin Upacara Perin-
gatan Hari Jadi ke-67
Kabupaten Buton yang

dirangkaikan dengan
peringatan 23 tahun
Pasarwajo sebagai
ibu kota Kabupaten
Buton di Alun-Alun
Takawa, Pasarwajo,
Sabtu (4/7/2026).
Dalam  amanatn-
ya, Alvin menegas-
kan bahwa pemba-
ngunan tidak dapat
diwujudkan  hanya
melalui kerja pemer-
intah.  Menurutnya,
keberhasilan pemba-
ngunan  membutuh-
kan dukungan seluruh
komponen mas-
yarakat, mulai dari
Forkopimda, DPRD,

Lanjut ke Hal: 7
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Menteri Kebudayaan Fadli Zon Dorong
Pelestarian Benteng Keraton Buton, Sebut
Mahakarya Peradaban Nusantara

meter itu diselesaikan
pada masa pemerin-
tahan Sultan Buton
ke-5 dan hingga kini
dikenal sebagai salah
satu benteng terluas di
dunia yang dibangun
oleh masyarakat lokal.
“Benteng ini dibangun
bukan oleh Belanda
ataupun Portugis, tetapi
oleh masyarakat Buton
sendiri. Ini menunjuk-
kan kemampuan dan
kehebatan orang Nu-
santara dalam memba-
ngun sistem pertahanan
yang luar biasa,” ujar
Fadli Zon.

Dalam  kunjungan
tersebut, Menteri Kebu-
dayaan didampingi Gu-
bernur Sulawesi Teng-
gara Mayjen (Purn)
Andi  Sumangerukka,
Wali Kota Baubau H.
Yusran Fahim, S.E.,
serta Wakil Wali Kota
Baubau Ir. Wa Ode
Hamsinah Bolu, M.Sc.
Rombongan meninjau
sejumlah situs penting
di kawasan benteng,
antara lain Makam
Sultan Murhum, batu
air yang digunakan se-
bagai tempat peman-
dian calon sultan, batu
pijakan (Popaua) untuk
prosesi  pengambilan
sumpah Sultan, serta

meriam-meriam  kuno
yang masih terpelihara
di sepanjang benteng.
Fadli Zon menga-
takan pemerintah ten-
gah membuka peluang
pengusulan Sultan Bu-
ton ke-20 dan Sultan
Buton ke-23 sebagai
Pahlawan Nasional.
Selain itu, sejumlah si-
tus bersejarah, terma-
suk kompleks Makam
Sultan Murhum, juga
diproyeksikan untuk di-
usulkan menjadi bagian
dari kawasan Cagar Bu-
daya Nasional. “Kita
berharap ke depan dapat
bekerja sama untuk ke-
majuan nasional melalui
pelindungan, konserva-
si, pengembangan, dan
pemanfaatan situs-situs
bersejarah ini,” katanya.
Ia juga mengapresi-
asi kualitas konstruksi
Benteng Keraton Bu-
ton yang memanfaatkan
batu karang dan batu
kapur sebagai material
utama. Benteng terse-
but diperkuat dengan
12 lawa atau pintu ger-
bang serta 16 baluarte
yang berfungsi sebagai
sistem pertahanan.
Menurutnya, tata ruang
kawasan yang berada di
puncak bukit menunjuk-
kan kemampuan mas-

yarakat Buton dalam
merancang sistem per-
tahanan sekaligus pu-
sat pemerintahan yang
terencana.  “Warisan
seperti ini harus terus
dijaga karena menjadi
identitas bangsa Indo-
nesia di mata dunia,”
tegasnya.

Secara historis,
Benteng Keraton Bu-
ton dibangun secara
bertahap sejak abad ke-
16 pada masa kejayaan
Kesultanan Buton dan
menjadi pusat pemer-
intahan,  pertahanan,
serta penyebaran Islam
di wilayah Kepulauan
Buton. Dalam sejarah
dunia,  benteng-ben-
teng besar umumnya
dibangun oleh kekua-
tan kolonial atau ker-
ajaan besar di Eropa
dan Asia. Keberadaan
Benteng Keraton Bu-
ton menjadi istimewa
karena lahir dari ke-
mampuan masyarakat
lokal Nusantara den-
gan teknologi dan
sumber daya sendiri,
sehingga memiliki
nilai sejarah yang ting-
gi bagi perkembangan
peradaban maritim In-
donesia.

Kunjungan  kerja
Menteri  Kebudayaan
ditutup dengan ra-

mah tamah bersama
pemerintah daerah
dan masyarakat. Fadli
Zon beserta rombon-
gan menikmati kuliner
khas Buton berupa ja-
gung rebus dan kam-
buse yang disajikan
sebagai produk ung-
gulan PRJ Sorawolio.
Sehari sebelumnya,
Sabtu (11/7/2026), Pe-
merintah Kota Baubau
juga menggelar malam
ramah tamah bersama
Menteri  Kebudayaan
RI dan Menteri Haji
dan Umrah di Istana
Malige sebagai bagian
dari rangkaian kunjun-
gan kerja di Baubau.
Melalui kunjun-
gan tersebut, pemer-
intah berharap sinergi
antara Kementerian
Kebudayaan, Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi
Tenggara, dan Pemer-
intah Kota Baubau se-
makin kuat dalam men-
jaga, mengembangkan,
serta  memanfaatkan
warisan sejarah Kesul-
tanan Buton. Langkah
itu diharapkan tidak ha-
nya memperkuat iden-
titas budaya nasional,
tetapi juga meningkat-
kan daya tarik wisata
sejarah Indonesia di
tingkat  internasional.

*)

HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak 400 Peserta Prolanis
Budayakan Hidup Sehat di Kotamara Baubau

hak, mulai dari peser-
ta, fasilitas kesehatan,
hingga pemerintah
daerah.

“Keberhasilan Pro-
lanis tidak hanya ber-
gantung pada BPJS
Kesehatan maupun
tenaga kesehatan, teta-
pi juga membutuhkan
komitmen peserta, pe-
merintah daerah, ser-
ta seluruh pemangku
kepentingan dalam me-
nerapkan pola hidup se-
hat,” kata Sarman.

Ia menjelaskan,
pendekatan yang
dikembangkan dalam

Prolanis tidak hanya
berfokus pada pen-
gobatan, tetapi juga
mengedepankan upaya
promotif dan preven-
tif agar peserta terhin-
dar dari komplikasi
penyakit yang dapat
menurunkan  kualitas
hidup.

Kegiatan  tersebut
dihadiri Sekretaris
Daerah Kota Baubau,
La Ode Darussalam,
pimpinan Fasilitas Kes-
ehatan Tingkat Per-

tama (FKTP) se-Kota
Baubau, serta ratusan
peserta yang didomina-
si kalangan lanjut usia
(lansia) dan penyan-
dang penyakit kronis.
Sejak pukul 06.30 Wita,
peserta mengikuti jalan
sehat mengelilingi ka-
wasan Kolam Bundar
Kotamara yang kemu-
dian dilanjutkan dengan
pelepasan balon sebagai
simbol dimulainya
kampanye hidup sehat
dan senam Prolanis ber-
sama.

Sekda Kota Baubau
La Ode Darussalam
memberikan  apresia-
si terhadap konsistensi
BPJS Kesehatan dalam
mendukung pelayanan
kesehatan melalui Pro-
gram Jaminan Kese-
hatan Nasional (JKN).
Menurutnya, sinergi
antara BPJS Kesehatan
dan seluruh fasilitas
kesehatan menjadi mod-
al penting dalam menja-
ga mutu pelayanan kes-
ehatan bagi masyarakat.

“Terima kasih ke-
pada BPJS Kesehatan
yang tetap Kkonsisten

menghadirkan pe-
layanan terbaik bagi
masyarakat. Kami juga
mengapresiasi seluruh
fasilitas kesehatan
yang terus mendukung
pelaksanaan Program
JKN,” ujar La Ode
Darussalam.

la  mengingatkan
bahwa hipertensi dan
diabetes melitus masih
menjadi dua penyakit
kronis yang banyak
ditemukan di mas-
yarakat. Karena itu,
olahraga teratur, pola
makan seimbang, serta
pemeriksaan kesehatan
berkala harus menjadi
kebiasaan dalam ke-
hidupan sehari-hari.

“Olahraga  rutin,
menjaga pola makan,
serta pemeriksaan kes-
chatan secara berkala
merupakan  langkah
penting untuk mence-
gah penyakit kronis,”

katanya.
Pada  kesempatan
tersebut, BPJS Kes-

ehatan Cabang Bau-
bau juga memberikan
penghargaan  kepada
sejumlah mitra ker-

ja. Puskesmas Liwuto
menerima penghargaan

sebagai Klub Prola-
nis Teraktif sekaligus
Pengelolaan  Prolanis
Terbaik, sedangkan
Puskesmas Lakologou
meraith  penghargaan
sebagai FKTP den-

gan tingkat keaktifan
Program Rujuk Balik
(PRB) tertinggi.

Program  Prolanis
kemudian dikembang-
kan sebagai strategi
nasional untuk men-
gendalikan  penyakit
kronis yang menjadi
penyebab utama beban
pembiayaan kesehatan.
Secara global, World
Health  Organization
(WHO) menempatkan
penyakit tidak menu-
lar seperti hipertensi,
diabetes, penyakit jan-
tung, dan stroke se-
bagai penyebab sekitar
74 persen kematian di
dunia, sehingga upaya
promotif dan preventif
melalui aktivitas fisik
rutin serta deteksi dini
menjadi strategi yang
terus didorong berbagai
negara.(*)

Polres dan Kejar1t Baubau Perkuat Sinergi Demi

gas Taufiq.
Rombongan  Pol-
res Baubau dipimpin
Wakapolres  Kompol
Andi Usri, S.H.,, M.H.,
mewakili Kapolres
Baubau. Ia didampin-
gi Kabag Ops Kompol
Anwar, Kabag SDM
AKP Haerun Ali, Ka-
sat Intelkam AKP H.
Bustan, Kasat Reskrim
AKP Gayuh Pambud-

hi Utomo, Kasipro-
pam AKP Syamsuddin,
Kasihumas Iptu Rino,
KBO Sat Intelkam Ipda
Jamaluddin, serta Ka-
polsek Murhum Ipda
Ld. Moch Ikhsan. Ke-
hadiran rombongan dis-
ambut langsung Kajari
Baubau bersama jaja-
ran.

Dalam audiensi
tersebut, kedua institusi

membahas penguatan
koordinasi penanganan
perkara, peningkatan
komunikasi antarlem-
baga, hingga upaya
memperkuat pelayanan
hukum kepada mas-
yarakat. Pembahasan
juga diarahkan pada
peningkatan kuali-
tas penegakan hukum
melalui pengembangan
sumber daya manusia
di lingkungan Kepoli-

Penegakan Hukum Berkualitas

sian dan Kejaksaan.
Wakapolres  Bau-
bau Kompol Andi Usri
mengatakan, silaturah-
mi tersebut merupakan

tindak lanjut arahan
pimpinan agar hubun-
gan antarlembaga

penegak hukum terus
dipererat melalui ko-
munikasi yang intensif
dan kerja sama yang
berkesinambungan.

KUMPULAN SAMBUNGAN BERITA
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DPRD Buton Selatan Tetapkan Rapat
Paripurna HUT ke-12 Busel Digelar 22 Juli
2026, Jadi Momentum Evaluasi Daerah

dan sesuai agenda yang
telah disusun bersama.

Sekretaris  DPRD
Kabupaten Buton Sela-
tan, La Ode Nurunani,
mengatakan keputusan
tersebut merupakan
hasil pembahasan ber-
sama Banmus DPRD
dan pemerintah daerah
setelah melalui sejum-
lah rapat koordinasi.
Menurutnya,  sinkro-
nisasi jadwal menjadi
langkah penting agar
seluruh tahapan per-
ingatan dapat berjalan
efektif.

“DPRD melalui
Badan Musyawarah tel-
ah menyepakati pelak-
sanaan rapat paripurna
Hari Jadi Kabupaten
Buton Selatan pada
Rabu, 22 Juli 2026,”
ujar La Ode Nurunani
saat diwawancarai awak
media Baubau Post,
Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan,
DPRD bersama Pemer-

intah Kabupaten Buton
Selatan telah bebera-
pa kali menggelar ra-
pat koordinasi selama
masa persiapan HUT
ke-12. Pertemuan terse-
but difokuskan untuk
mematangkan seluruh
rangkaian kegiatan,
termasuk penyesuaian
jadwal paripurna dan
upacara resmi.

“Rapat  paripurna
dilaksanakan sehari
sebelum upacara agar
seluruh rangkaian per-
ingatan dapat berjalan
sesuai agenda yang tel-
ah disusun,” jelasnya.

Lebih lanjut, La Ode
Nurunani menegaskan
DPRD siap mendukung
seluruh kegiatan per-
ingatan HUT ke-12
sebagai momentum re-
fleksi atas perjalanan
pembangunan  daerah
sekaligus memperkuat
sinergi antara lembaga
legislatif dan eksekutif
dalam mendorong ke-

majuan Kabupaten Bu-
ton Selatan.
“Momentum  hari
jadi ini bukan hanya
seremoni, tetapi juga
menjadi ruang evaluasi
dan penguatan kolab-
orasi demi kemajuan
Buton Selatan,” katan-
ya.
Secara historis, Ka-
bupaten Buton Sela-
tan merupakan daer-
ah otonom baru yang
dibentuk  berdasarkan
Undang-Undang  No-
mor 16 Tahun 2014
tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Se-
latan di Provinsi Su-
lawesi Tenggara. Sejak
diresmikan pada 23
Juli 2014, pemerintah
daerah terus melakukan
pembangunan kelem-
bagaan, peningkatan
pelayanan publik, serta
penguatan infrastruktur
sebagai fondasi per-
cepatan pembangunan
wilayah.(¥*)

HUT Ke-67 Buton, Bupati Alvin Ajak
Warga Perkuat Persatuan dan Kolaborasi

tur pemerintah, tokoh
masyarakat, tokoh ag-
ama, tokoh pemuda,
akademisi, pelaku usa-
ha hingga masyarakat
luas agar mampu men-
ciptakan pembangunan
yang berkelanjutan.
“Hari jadi ini ada-
lah milik seluruh mas-
yarakat. Mari kita ja-
dikan momentum ini
sebagai penguat seman-
gat persatuan, gotong
royong, dan kolabora-
si dalam mewujudkan

pembangunan yang
berkelanjutan demi
kesejahteraan mas-

yarakat,” kata Alvin.

Bupati menilai, per-
ingatan hari jadi bukan
sekadar agenda seremo-
nial tahunan, melainkan
ruang refleksi untuk
menghargai jasa para
pendahulu  sekaligus
memperkuat tekad ber-
sama dalam melanjut-
kan pembangunan Ka-
bupaten Buton. Ia juga
menyampaikan  apre-
siasi kepada seluruh
pihak yang selama ini
telah berkontribusi ter-
hadap berbagai capaian
pembangunan di daerah
tersebut.

“Keberhasilan pem-

bangunan tidak bisa
dicapai pemerintah
sendiri. Dibutuhkan

partisipasi aktif seluruh
masyarakat agar setiap
program berjalan opti-
mal,” ujar Alvin.
Memasuki usia ke-
67 tahun, Kabupaten
Buton dihadapkan pada
tantangan pemban-
gunan yang semakin
kompleks. Karena itu,
Pemerintah ~ Kabupat-
en Buton berkomitmen
meningkatkan  kuali-
tas pelayanan publik,
memperkuat tata kelo-
la pemerintahan yang
baik, mendorong inova-
si, serta memastikan pe-
merataan pembangunan
sebagai fondasi menuju
daerah yang maju, ber-

daya saing, mandiri,
dan sejahtera.
“Kami akan ter-

us menghadirkan pe-
layanan terbaik serta
memperkuat kolabora-
si dengan seluruh pe-
mangku  kepentingan
sebagai fondasi utama
pembangunan  Kabu-
paten Buton,” tegas Al-
vin.

Secara historis, Ka-
bupaten Buton diben-

tuk berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan ~ Daer-
ah-daerah Tingkat II
di Sulawesi. Regulasi
tersebut menjadi tong-
gak lahirnya Kabupaten
Buton sebagai daerah
otonom yang kemudi-
an berkembang melalui
berbagai kebijakan
pemekaran wilayah
di Provinsi Sulawesi
Tenggara.  Sementara
itu, Pasarwajo resmi
menjadi ibu kota Ka-
bupaten Buton sejak 23
tahun lalu sebagai pusat
pemerintahan dan pe-
layanan publik.

Melalui momentum
Hari Jadi ke-67 1ini,
Pemerintah Kabupaten
Buton berharap seman-
gat persatuan, gotong
royong, dan kolaborasi
terus menjadi kekuatan
utama dalam mengha-
dapi tantangan pemba-
ngunan di masa depan
sekaligus mempercepat
terwujudnya Kabupat-
en Buton sebagai daer-
ah yang semakin maju,
kompetitif, dan mam-
pu memberikan kese-
jahteraan bagi seluruh
masyarakat.(*)

“Hubungan antara
Kepolisian dan Kejak-
saan sangat baik. Kami
berkomitmen terus
memperkuat kerja sama
demi memberikan pe-
layanan hukum yang
profesional serta meng-
hadirkan rasa keadilan
bagi masyarakat,” ujar
Andi Usri.

Ia  menambahkan,
kedua institusi juga
mendukung  program
peningkatan  kapasi-
tas aparatur, termasuk
rencana pertukaran
pendidikan antara
penyidik Polri dan jak-
sa. Program tersebut
diharapkan mampu
memperkuat pemaha-
man terhadap proses
penyidikan, penuntut-
an, hingga penyelesaian
perkara sehingga kual-
itas pelayanan hukum

semakin meningkat.
“Peningkatan kapa-
sitas sumber daya ma-
nusia menjadi bagian
penting agar koordinasi
antarlembaga semakin
efektif dalam setiap
tahapan penegakan hu-
kum,” kata Andi Usri.
Secara historis, pen-
guatan sinergi antara
Kepolisian dan Kejak-
saan merupakan im-
plementasi dari Sistem
Peradilan Pidana Terpa-
du (Integrated Criminal
Justice System) yang
mulai berkembang di
berbagai negara sejak
dekade 1960-an se-
bagai model koordinasi
antarlembaga penegak
hukum. Di Indonesia,
konsep tersebut sema-
kin diperkuat melalui
Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Tahun 1981,
yang mengatur Kket-
erkaitan fungsi peny-
idikan oleh Kepolisian
dan penuntutan oleh
Kejaksaan agar proses
peradilan berjalan efek-
tif, akuntabel, dan men-
jamin kepastian hukum.

Audiensi yang ber-
langsung dalam sua-
sana penuh keakraban
itu ditutup dengan sesi
foto bersama dan “Ja-
bat Tangan Sinergitas”
sebagai simbol komit-
men Polres Baubau dan
Kejari Baubau untuk
terus menjaga solidi-
tas dalam mendukung
terciptanya situasi kea-
manan dan ketertiban
masyarakat (Kamtib-
mas) yang kondusif di
Kota Baubau.(*)
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Pansus DPRD Gowa Tetap Lanjutkan
Hak Angket Meski Bupati Gowa Sitti

\

Husniah Tinggalkan Sida
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Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang walk out atau meninggalkan ruang sidang Panitia Khusus
(Pansus) hak angket DPRD Gowa sebelum agenda pemeriksaan selesai

Laporan: Rahmat

MAKASSAR,
BP- Panitia Khusus
(Pansus) Hak Angket
DPRD Kabupaten
Gowa memastikan
tetap melanjutkan
penyusunan kesimpu-
lan hasil penyelidikan
meski Bupati Gowa
Sitti  Husniah Talen-
rang  meninggalkan
ruang sidang sebelum
agenda pemeriksaan
selesai pada Selasa
(14/7). Pansus me-
nilai kehadiran bupa-
ti dalam sidang telah
memenuhi  undangan
resmi sehingga proses
hak angket tetap dapat
dilanjutkan sesuai me-
kanisme yang berlaku.

Ketua Pansus Hak
Angket DPRD Gowa,
Kasim Sila, menga-
takan tidak ada lagi
agenda pemanggi-
lan terhadap Bupati
Gowa setelah sidang
tersebut. Menurutnya,
pansus akan segera
menggelar rapat inter-
nal untuk merumuskan
kesimpulan berdasar-
kan seluruh rangkaian
pemeriksaan yang
telah dilakukan sejak
tahap rapat dengar
pendapat umum hing-
ga sidang klarifikasi.

“Kita sudah anggap
bahwa selesai untuk
Ibu Bupati pemang-
gilannya pada hari
ini karena dia sudah
hadir,” ujar Kasim. Ia
menambahkan, kehad-
iran maupun ketida-
khadiran pihak yang
dipanggil tidak men-
ghalangi pansus dalam
menyusun rekomenda-
si akhir hasil penyeli-
dikan.

Hak angket DPRD
Gowa dibentuk untuk
mendalami tiga per-
soalan yang menjadi
perhatian publik, yak-
ni dugaan penyalah-
gunaan kewenangan

dalam pencabutan
beasiswa doktoral, du-
gaan  penyimpangan
pengadaan  seragam
sekolah gratis, serta
dugaan perbuatan ter-
cela yang berkaitan
dengan  penyeleng-
garaan pemerintahan
daerah.

Sementara itu, pi-

hak Bupati Gowa
menjelaskan  bahwa
keputusan  mening-
galkan ruang sidang
bukan  dimaksudkan
untuk  menghindari
pemeriksaan. Tim

kuasa hukum menilai
mekanisme pemerik-
saan yang diterapkan
tidak memberikan ru-
ang yang cukup bagi
kliennya untuk men-
yampaikan keterangan
secara proporsional.
Kuasa hukum Bu-
pati Gowa, Amirullah
Mappaero, menga-
takan Husniah sejak
awal telah memper-
siapkan diri memenuhi
undangan DPRD. Na-

mun, pihaknya me-
minta agar seluruh
pertanyaan disam-

paikan secara kolektif
dan pembahasan di-
batasi pada kebijakan
pemerintahan, bukan
memasuki ranah prib-
adi.

“Ibu meminta
hak-haknya dipenuhi,
yakni pertanyaan
disampaikan  secara
kolektif dan pemba-
hasannya pada ranah
kebijakan. Permintaan
itu tidak dipenuhi,”
kata Amirullah.

Kuasa hukum lain-
nya, Arie Dumais,
menambahkan bahwa
permintaan  tersebut
didasarkan pada Pasal
128 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024
yang menurutnya
memberikan kesempa-
tan kepada pihak yang
dimintai  keterangan
untuk memberikan

jawaban secara lisan
maupun tertulis. Ia
juga menilai terdapat
sejumlah pertanyaan
yang telah bergeser
dari substansi hak an-

gket.
“Kami melihat ada
ketidakadilan dalam

proses yang berjalan.
Karena itu tim kuasa
hukum  memutuskan
untuk menarik diri
atau walk out dari per-
sidangan,” ujar Arie.
Selain  menyoroti
mekanisme pemerik-
saan, tim kuasa hukum
juga membandingkan
proses yang dijalani
Husniah dengan pe-
meriksaan  terhadap
saksi lain yang sebel-
umnya dilakukan se-
cara tertutup. Menurut
mereka, perbedaan
perlakuan tersebut
menjadi  salah satu
pertimbangan  untuk
menghentikan keikut-
sertaan dalam sidang.
Meski demikian, mer-
eka menegaskan ke-
hadiran Husniah mer-
upakan bentuk iktikad
baik memenuhi pang-
gilan DPRD, sedang-
kan kemungkinan me-
menuhi pemanggilan
berikutnya akan dipu-
tuskan setelah mempe-
lajari mekanisme yang
akan ditempuh pansus.
Secara historis, hak
angket merupakan
salah satu instrumen
pengawasan legislatif
yang telah lama dike-
nal dalam sistem keta-
tanegaraan Indonesia.
Di tingkat daerah,
kewenangan = DPRD
menggunakan hak an-
gket diatur dalam Un-
dang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagai sarana untuk
menyelidiki  pelaksa-
naan kebijakan kepa-
la daerah yang dinilai
penting, strategis, dan
berdampak luas terha-

dap masyarakat.

Penggunaan hak an-
gket di Indonesia telah
beberapa kali menjadi
bagian dari dinamika
politik, baik di DPR RI
maupun DPRD. Salah
satu hak angket yang
banyak menyita perha-
tian publik di tingkat
nasional adalah Hak
Angket Bank Century
pada 2009 yang mel-
ibatkan penyelidikan
terhadap kebijakan pe-
merintah. Di berbagai
daerah, hak angket
juga pernah digunakan
sebagai instrumen
pengawasan terhadap
kepala daerah dalam
sejumlah  persoalan
tata kelola pemerin-
tahan.

Di tingkat inter-
nasional,  parlemen
di berbagai negara
demokrasi juga memi-
liki mekanisme seru-
pa, seperti congressio-
nal inquiry di Amerika
Serikat maupun par-
liamentary inquiry
di Inggris. Meskipun
sistem hukumnya
berbeda, mekanisme
tersebut bertujuan
memperkuat  fungsi
pengawasan legislatif
terhadap jalannya pe-
merintahan, mening-
katkan transparan-
si, serta memastikan
akuntabilitas pejabat
publik dalam men-
jalankan kewenangan-
nya.

Perkemban -
gan proses hak an-
gket DPRD Gowa
diperkirakan =~ masih
akan menjadi perha-
tian publik hingga
pansus menyampaikan
laporan dan rekomen-
dasi resminya. Hasil
penyelidikan nantinya
akan menjadi bagian
dari mekanisme pen-
gawasan DPRD terh-
adap penyelenggaraan
pemerintahan daerah
sekaligus menentukan
langkah lanjutan ses-
uai ketentuan peratur-
an perundang-undan-
gan yang berlaku.(*)
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Prabowo Bahas Strategi Ekonomi
Nasional Bersama DEN, Soroti
Transformasi Digital Pemerintah, Luhut
hingga Chatib Basr1 Hadir

BOGOR, BP- Pres-
iden Prabowo Subianto
menggelar pertemuan
strategis bersama jaja-
ran Dewan Ekonomi
Nasional (DEN) di
kediaman pribadinya,
Hambalang, Kabupat-
en Bogor, Jawa Barat,
Selasa (14/7/2026).
Pertemuan tersebut
membahas perkemban-
gan ekonomi nasion-
al, tantangan ekonomi
global, serta penguatan
transformasi digital
pemerintahan  melalui
penyempurnaan sistem
GovTech.

Ketua DEN Luhut
Binsar Pandjaitan ber-
sama sejumlah anggota
lembaga tersebut hadir
untuk menyampaikan

laporan ~ perkemban-
gan terbaru kondisi
ekonomi Indonesia

sekaligus memberikan
rekomendasi kebijakan
kepada Presiden Pra-
bowo.

Sekretaris  Kabinet
Teddy Indra Wijaya
menyampaikan bahwa
pertemuan itu menjadi
bagian dari koordina-
si pemerintah dalam
menghadapi  dinamika
ekonomi dunia yang se-
makin kompleks.

“Presiden Prabowo
Subianto menerima
Ketua Dewan Ekonomi
Nasional (DEN), Luhut
Binsar Pandjaitan,
beserta jajaran Dewan
Ekonomi Nasional di
kediaman Hambalang,
Bogor, Jawa Barat,
pada Selasa petang, 14
Juli 2026,” ujar Ted-
dy melalui keterangan
yang disampaikan da-
lam unggahan resmi
Sekretariat Kabinet.

Dalam  pertemuan
tersebut, hadir sejumlah
pejabat tinggi negara,
di antaranya Menteri
Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Rini
Widyantini,  Menteri
Perencanaan Pemban-
gunan Nasional/Kepa-
la Bappenas Rachmat
Pambudy, serta Menteri
Sekretaris Negara Pra-
setyo Hadi.

Selain itu, Sekretar-
is Kabinet Teddy In-
dra Wijaya juga turut
mendampingi Presiden.
Dari jajaran DEN hadir
sejumlah ekonom dan
tokoh nasional seper-
ti Mari Elka Pangestu,
Chatib Basri, Firman
Hidayat, Tubagus Nu-

graha, serta Pantro Pan-
der Silitonga.

Pertemuan
but berlangsung keti-
ka pemerintah tengah

terse-

memperkuat  strategi
pembangunan ekonomi
nasional di tengah keti-
dakpastian ~ ekonomi
internasional, mulai
dari perubahan kebija-
kan perdagangan glob-
al, tekanan geopolitik,
hingga  perlambatan
ekonomi sejumlah neg-
ara besar.

Dewan  Ekonomi
Nasional dalam lapo-
rannya menyampaikan

perkembangan  pere-
konomian  Indonesia
sekaligus memberi-

kan sejumlah masukan
strategis mengenai ke-
bijakan ekonomi yang
diperlukan untuk men-
jaga  stabilitas  dan
meningkatkan pertum-
buhan.

“DEN melaporkan
perkembangan terkini
perekonomian nasion-
al sekaligus menyam-
paikan sejumlah ma-
sukan strategis terkait
penguatan ekonomi
Indonesia di tengah di-
namika global,” kata

Teddy.

Selain sektor
ekonomi, pembahasan
juga mencakup perkem-
bangan penyempurnaan
GovTech atau Gov-
ernment  Technology

sebagai instrumen per-
cepatan digitalisasi pe-
layanan publik.

Menurut Teddy, pen-
guatan GovTech diarah-
kan untuk membangun
sistem  pemerintahan
berbasis data yang lebih
akurat, sehingga berb-
agai program pemerin-
tah dapat berjalan lebih
tepat sasaran.

“Penyempurnaan
layanan pemerintahan
berbasis digital diarah-
kan untuk meningkat-
kan akurasi data dan
memastikan  berbagai
program  pemerintah
dapat diterima oleh
masyarakat yang be-
nar-benar berhak,” jelas
Teddy.

Melalui pengemban-
gan GovTech, pemer-
intah berharap kesala-
han dalam pendataan
penerima manfaat dapat
ditekan, sementara
efektivitas berbagai
program bantuan so-
sial dan layanan publik
dapat meningkat.

Langkah digitalisasi
pemerintahan tersebut

memiliki kaitan den-
gan agenda reforma-
si birokrasi Indonesia
yang telah berkembang
sejak awal 2000-an.
Pemerintah  sebelum-
nya telah mendorong
konsep e-government
melalui berbagai kebi-
jakan nasional sebagai
upaya  meningkatkan
transparansi, efisiensi,
dan kualitas pelayanan
masyarakat.

Secara historis,
transformasi digital pe-
merintahan juga menja-
di tren global. Sejumlah
negara seperti Estonia,
Korea Selatan, dan Sin-
gapura telah lebih da-
hulu mengembangkan
layanan publik digital
yang terintegrasi se-
bagai bagian dari mod-
ernisasi negara.

Dalam konteks
ekonomi global, pemer-
intah Indonesia meng-
hadapi tantangan yang
serupa dengan banyak
negara lain setelah pan-
demi Covid-19, yakni
menjaga pertumbuhan
ekonomi, memperkuat
ketahanan pangan,
meningkatkan investa-
si, serta mempercepat
adaptasi teknologi.

Pertemuan Presiden
Prabowo dengan DEN
menunjukkan penting-
nya sinergi antara pe-
merintah, ekonom, dan
lembaga strategis neg-
ara dalam merumuskan
kebijakan menghada-
pi perubahan ekonomi
dunia.

Melalui  koordina-
si tersebut, pemerin-
tah berharap strategi
pembangunan nasion-
al dapat berjalan lebih
efektif dengan dukun-
gan data yang kuat,
birokrasi yang mod-
ern, serta kebijakan
ekonomi yang mampu
menjawab  kebutuhan
masyarakat.

Teddy menegaskan
bahwa penguatan tata
kelola  pemerintahan
digital menjadi salah
satu upaya untuk men-
ciptakan pemerintahan
yang lebih efisien dan
transparan.

“Sehingga
inimalkan  kesalahan
sasaran, memperkuat
efektivitas penyaluran
bantuan, serta mewu-
judkan tata kelola pe-
merintahan yang sema-
kin modern, efisien, dan
transparan,”  pungkas
Teddy.(RAH)

mem-
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Gubernur Sultra ASR Pastikan RKAB
Tambang MBLB Disetujui Jika Taat

Laporan: Lisna

SULTRA, BP- Pe-
merintah Provinsi Su-
lawesi Tenggara (Sul-
tra) memastikan akan
memberikan persetu-
juan terhadap Ren-
cana Kerja dan Ang-
garan Biaya (RKAB)
bagi perusahaan tam-
bang Mineral Bukan
Logam dan Batuan
(MBLB)  sepanjang
seluruh kewajiban hu-
kum dipenuhi, teruta-
ma penyediaan dana
jaminan reklamasi se-
bagaimana diatur da-
lam regulasi terbaru

Kementerian  Energi

dan Sumber Daya Min-

eral (ESDM).
Penegasan  terse-

but disampaikan Gu-

bernur Sultra, Andi
Sumangerukka, saat
menerima audiensi

para pengusaha tam-
bang MBLB yang
mengajukan  permo-
honan RKAB di Kan-
tor Gubernur Sultra,
Jumat  (10/7/2026).
Pertemuan itu juga
membahas strategi
meningkatkan  kon-
tribusi  sektor per-
tambangan terhadap
pembangunan daerah
di tengah semakin ter-
batasnya kewenangan
pemerintah provinsi.
Menurut  Guber-
nur, pemerintah daer-
ah tidak bermaksud
mempersulit  proses
penerbitan RKAB. Se-
baliknya, Pemprov
Sultra  berkomitmen
mempercepat pe-
layanan sepanjang
seluruh  persyaratan
administratif maupun
teknis telah dipenuhi
oleh pelaku usaha.
“Saya hanya ingin

teman-teman pen-
gusaha  menunaikan
kewajibannya dan
berkontribusi nya-

ta terhadap daerah.
Jika persyaratan itu
dipenuhi, pasti per-
mohonan RKAB-nya
akan disetujui,” tegas
Andi Sumangerukka.

Ia menjelaskan,
kepatuhan  terhadap
kewajiban reklamasi
bukan hanya merupa-
kan tuntutan admin-
istratif, melainkan
bagian dari tanggu-
ng jawab perusahaan
dalam  memulihkan
lingkungan pascatam-
bang. Kebijakan terse-

but sekaligus menjadi
bentuk implementasi
prinsip pertambangan
yang berkelanjutan.

Dalam kesem-
patan itu, Gubernur
juga meminta agar

dana jaminan rekla-
masi ditempatkan di
Bank Sultra. Langkah
tersebut  diharapkan
mampu memberikan
efek berganda (multi-
plier effect) terhadap
perekonomian daerah

melalui  peningkatan
likuiditas  perbankan
lokal.

“Kami  berharap

dana jaminan rekla-
masi ditempatkan di
Bank Sultra agar man-
faat ekonominya juga
dapat dirasakan oleh
masyarakat Sulawesi
Tenggara,” ujarnya.
Andi Sumangeruk-
ka mengungkapkan,
kondisi fiskal daerah
saat ini menuntut pe-
merintah lebih cermat
mengoptimalkan seti-
ap sumber pendapatan
yang masih menjadi
kewenangan provinsi.
Pasalnya, sebagian be-
sar kewenangan pen-
gelolaan  pertamban-
gan kini telah berada
di tangan pemerintah

pusat.
Ia menjelaskan
bahwa pemerintah

provinsi saat ini hanya
memiliki kewenangan
pada sektor tertentu,
seperti pajak air per-
mukaan, pajak kend-
araan bermotor, pajak
bahan bakar kendaraan
bermotor, serta pajak
alat berat. Karena itu,
setiap potensi pener-
imaan daerah harus
dimanfaatkan secara
maksimal tanpa meng-
abaikan kepatuhan ter-

hadap regulasi.
“Untuk  tambang
mineral logam, ke-

wenangan kita hanya
tersisa pada bebera-
pa jenis pajak daerah.
Di sisi lain, kita tetap
dituntut memiliki ke-
mandirian fiskal,” kata
Gubernur.

Data yang dipa-
parkan menunjukkan
bahwa sektor per-
tambangan Sulawesi
Tenggara setiap tahun
memberikan kontribu-
si sekitar Rp118 trili-
un kepada pemerintah
pusat. Namun, besa-
ran Dana Bagi Hasil
(DBH) yang kembali

Reklamasi

ke daerah justru men-
galami penurunan sig-
nifikan.

Pada tahun 2025,
Sultra masih menerima
DBH sekitar Rp800
miliar. Memasuki ta-
hun 2026, jumlah
tersebut turun drastis
menjadi sekitar Rp207
miliar. Penurunan ini
berdampak langsung
terhadap kemampuan
pemerintah daerah da-
lam membiayai pem-
bangunan.

Akibat berkurang-
nya penerimaan terse-
but, kapasitas APBD
Sultra ikut mengalami
kontraksi. Dari lebih
dari RpS5 triliun pada
tahun 2025, APBD ta-
hun 2026 turun menja-
di sekitar Rp4 triliun.
Sebagian besar angga-
ran, yakni sekitar Rp3
triliun, terserap untuk
belanja  operasional
sehingga ruang fiskal
pembangunan fisik ha-
nya tersisa sekitar Rpl
triliun.

Dalam forum terse-
but, Gubernur men-
egaskan bahwa ke-
wajiban reklamasi
mengacu pada Kepu-
tusan Menteri ESDM
Nomor 344.K/MB.01/

MEM.B/2025 ten-
tang Pedoman Teknis
Pelaksanaan  Rekla-

masi dan Pascatam-
bang yang diterbit-
kan pada 23 Oktober
2025. Berdasarkan
aturan tersebut, stan-
dar biaya reklamasi
revegetasi di Sulawesi
Tenggara pada tahun
2026 ditetapkan sebe-
sar Rp211,3 juta per
hektare, = meningkat
dibandingkan  tahun
2025 yang sebesar
Rp199,3 juta per hek-
tare.

“Regulasi ini harus
dipatuhi bersama kare-
na menjadi landasan
dalam menjaga keber-
lanjutan  lingkungan
sekaligus memberikan
kepastian hukum bagi
dunia usaha,” ujar Gu-
bernur.

Menanggapi arahan
tersebut, para pengu-
saha tambang MBLB
menyatakan menerima
seluruh ketentuan yang
disampaikan  pemer-
intah daerah. Mereka
menyatakan kesediaan
memenuhi kewajiban
penyediaan dana jam-
inan reklamasi seka-

-

ligus  menempatkan
dana tersebut di Bank
Sultra sebagai bentuk

dukungan  terhadap
penguatan  ekonomi
daerah.

Secara historis, ke-
bijakan reklamasi tam-
bang di Indonesia telah
mengalami penguatan
sejak diterbitkann-
ya  Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan
Mineral dan Batuba-
ra, yang kemudian
diperbarui melalui Un-
dang-Undang Nomor
3 Tahun 2020. Regu-
lasi tersebut menem-
patkan reklamasi dan
pascatambang sebagai
kewajiban mutlak bagi
setiap pemegang izin
usaha pertambangan
guna menjamin pemu-
lihan fungsi lingkun-
gan setelah kegiatan
eksploitasi berakhir.

Dalam konteks in-
ternasional,  penera-
pan jaminan reklamasi
telah menjadi praktik
umum di berbagai
negara penghasil min-
eral seperti Australia,
Kanada, Amerika Ser-
ikat, dan Chile. Nega-
ra-negara tersebut me-
wajibkan perusahaan
tambang menyediakan
dana jaminan sebe-
lum kegiatan produksi
dimulai sebagai instru-
men untuk memasti-
kan proses rehabilitasi
lahan tetap terlaksana
meskipun perusahaan
menghentikan op-
erasinya.  Kebijakan
tersebut juga sejalan
dengan prinsip sus-
tainable mining yang
terus didorong oleh
berbagai  organisasi
internasional sebagai
bagian dari pemban-
gunan berkelanjutan.

Dengan komitmen
pemerintah daerah dan
dukungan pelaku us-
aha, Pemprov Sultra
berharap proses per-
setujuan RKAB dapat
berjalan lebih cepat,
memberikan kepastian
investasi,  sekaligus
menjaga keseimban-
gan antara pertum-
buhan ekonomi, pen-
ingkatan pendapatan
daerah, dan perlindun-
gan lingkungan hidup.
*)
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Menter1 Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan
Muna Simpan Lukisan Purba Tertua
Dunia

gl

SULTRA, BP- Menteri Kebu-
dayaan Republik Indonesia, Fadli
Zon, menegaskan bahwa Provinsi
Sulawesi Tenggara kini memili-
ki lukisan purba tertua di dunia
setelah hasil penelitian ilmiah ter-
baru menetapkan lukisan cadas
di Desa Liangkobori, Kecamatan
Lohia, Kabupaten Muna, berusia
sekitar 67.800 tahun. Penegasan
tersebut disampaikan saat melaku-
kan kunjungan kerja ke UPTD
Museum dan Taman Budaya Di-
nas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara di
Kendari, Sabtu (11/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan
usai Fadli Zon meninjau berbagai
koleksi Museum Negeri Sulawesi
Tenggara sekaligus memberikan
arahan mengenai pengembangan
museum agar menjadi pusat eduka-
si, pelestarian budaya, dan destina-
si wisata yang mampu mengangkat
kekayaan sejarah Sulawesi Teng-
gara ke tingkat nasional maupun
internasional.

Dalam kunjungan tersebut,
Menteri Kebudayaan didampin-
gi Wakil Menteri Dalam Negeri
Akmad Wiyagus dan Gubernur
Sulawesi Tenggara Andi Suman-
gerukka. Ketiganya berkeliling
meninjau ruang pamer, fasilitas
museum, serta koleksi yang men-
jadi representasi perjalanan sejarah
dan kebudayaan masyarakat Su-
lawesi Tenggara.

Saat melakukan peninjauan,
Fadli Zon mengamati secara rinci
koleksi yang dipamerkan kepada
masyarakat. Museum Negeri Su-
lawesi Tenggara saat ini menge-
lola sebanyak 5.333 koleksi yang
terdiri atas benda-benda geologi,
biologi, etnografi, arkeologi, hing-
ga filologi. Dari jumlah tersebut,
sekitar 700 koleksi dipamerkan di
ruang pamer tetap, sedangkan si-
sanya masih berada di ruang peny-
impanan.

“Kita memiliki bukti peradaban
yang sangat tua. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa lukisan pur-
ba di Liangkobori berusia sekitar
67.800 tahun sehingga Sulawesi
Tenggara kini memiliki lukisan
purba tertua di dunia,” ujar Fadli
Zon.

Penetapan usia lukisan purba
tersebut didasarkan pada hasil pe-
nelitian Griffith University, Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
serta sejumlah lembaga pelestari-
an kebudayaan yang diumumkan
pada Januari 2026. Temuan ilmiah
itu sekaligus menggeser rekor se-
belumnya yang dipegang kawasan
Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan,
sebagai lokasi lukisan purba tertua
di dunia.

Menurut Fadli Zon, capaian
tersebut bukan sekadar kebang-
gaan bagi Sulawesi Tenggara, me-
lainkan juga menjadi bukti penting
bahwa Nusantara memiliki posisi
strategis dalam sejarah perkem-
bangan manusia modern dan seni

prasejarah dunia.

“Warisan budaya ini harus dija-
ga bersama karena nilainya bukan
hanya untuk Indonesia, tetapi juga
menjadi bagian dari peradaban dun-
ia,” katanya.

Untuk memperkuat fungsi muse-
um, Menteri Kebudayaan meminta
agar dilakukan penataan ulang ruang
pamer sehingga lebih komunikatif
dan menarik bagi pengunjung. la
juga mengusulkan pemasangan rep-
lika lukisan purba Liangkobori pada
area luar maupun dinding museum
agar identitas museum semakin kuat
sekaligus menjadi daya tarik visual
bagi wisatawan.

Selain itu, Fadli Zon mendorong
kolaborasi yang lebih erat antara pe-
merintah pusat, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara, perguruan ting-
gi, komunitas budaya, dan sektor
swasta guna mendukung revitalisasi
museum secara berkelanjutan.

“Revitalisasi museum harus
dilakukan melalui kolaborasi semua
pihak sehingga museum menja-
di pusat pembelajaran, pelestarian
budaya, sekaligus destinasi wisata
yang hidup,” ujarnya.

Museum Negeri Sulawesi Teng-
gara sendiri baru saja meningkatkan
status akreditasinya dari kategori
C menjadi kategori B. Peningkatan
tersebut dinilai menjadi modal pent-
ing untuk meningkatkan kualitas tata
kelola museum, pelayanan publik,
hingga pengembangan koleksi agar
lebih mudah diakses masyarakat.

Secara historis, Indonesia tel-
ah lama dikenal sebagai salah
satu pusat seni cadas dunia. Sela-
ma bertahun-tahun, kawasan karst
Maros-Pangkep di Sulawesi Se-
latan menjadi rujukan internasi-
onal setelah penelitian pada 2014
menunjukkan keberadaan lukisan
gua berusia lebih dari 40 ribu tahun.
Namun, hasil penelitian yang diu-
mumkan pada Januari 2026 mene-
mpatkan lukisan cadas Liangkobori
di Kabupaten Muna sebagai temuan
yang lebih tua dengan usia sekitar
67.800 tahun. Temuan ini mem-
perkuat posisi Indonesia sebagai
salah satu wilayah terpenting dalam
kajian evolusi manusia dan perkem-
bangan seni prasejarah dunia, seja-
jar dengan situs-situs bersejarah di
Eropa, Australia, dan Afrika yang
selama ini menjadi pusat penelitian
arkeologi internasional.

Usai menyelesaikan agenda di
Kendari, Menteri Kebudayaan ber-
sama rombongan melanjutkan per-
jalanan menuju Kabupaten Muna
dan Kota Baubau. Salah satu agen-
da utamanya adalah menghadiri
pembukaan Festival Liangkobhori
ke-IV di Desa Liangkobhori, Ke-
camatan Lohia, Kabupaten Muna,
sebagai bagian dari upaya mem-
perkuat pelestarian warisan budaya
sekaligus mempromosikan potensi
sejarah Sulawesi Tenggara kepa-
da masyarakat nasional dan dunia.
(MASHURI)
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Bupati Buton Tengah Azhari
Tekankan Inovasi Kades Hadapi

Keterbatasan Fiskal Daerah

Laporan:Ardi

BUTON TEN-
GAH, BP - ”Pemerin-
tah Kabupaten Buton
Tengah  mendorong
pemerintah desa un-
tuk tidak lagi bergan-
tung sepenuhnya pada
Dana Desa di tengah
kebijakan efisiensi
anggaran yang diber-
lakukan  pemerintah.
Bupati Buton Tengah,
Dr. Azhari, mengin-
struksikan seluruh
kepala desa agar leb-
ih proaktif mengak-
ses berbagai program
pembangunan dan
sumber pendanaan
dari pemerintah pu-
sat maupun pemerin-
tah provinsi sebagai
strategi menjaga ke-
berlanjutan pemban-
gunan di desa.

Arahan tersebut
disampaikan ~ Azhari
saat membuka Rapat
Koordinasi  (Rakor)
Pembangunan dan
Pemberdayaan Mas-
yarakat Desa di Ge-
dung Kesenian Keca-
matan Lakudo, Selasa
(7/7/2026). Kegiatan
itu dihadiri Kepala
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
(PMD) Armin, Pelak-
sana Tugas Inspektur
Kabupaten, tenaga
ahli pendamping desa,
seluruh camat, kepa-

la desa, serta lurah
se-Kabupaten Buton
Tengah.

Dalam forum terse-
but, pemerintah daer-
ah menegaskan bahwa
tantangan  pemban-
gunan ke depan tidak
dapat diatasi hanya
dengan  mengandal-
kan kemampuan fiskal
daerah. Karena itu,
desa dituntut memba-
ngun jejaring komu-
nikasi yang lebih luas
dengan kementerian,
pemerintah  provin-
si, hingga anggota
legislatif asal Buton
Tengah agar peluang
memperoleh bantuan

pembangunan sema-
kin terbuka.

"Saya mengin-
struksikan seluruh

kepala desa agar lebih
inovatif dan proaktif
menjalin  komunika-
si dengan pemerintah
provinsi, kementerian,
maupun anggota leg-
islatif. Dana Desa saja
sudah tidak cukup un-
tuk menjawab seluruh
kebutuhan pembangu-
nan desa," kata Azhari
di hadapan peserta ra-
kor.

Menurut  Azhari,
berbagai keterbatasan
fiskal justru harus men-
jadi momentum bagi
pemerintah desa untuk
meningkatkan kreati-
vitas dalam mencari
peluang pembiayaan
pembangunan. la me-
nilai keberhasilan se-
buah desa tidak ha-
nya ditentukan oleh
besarnya anggaran
yang dimiliki, tetapi
juga oleh kemampuan
aparatur desa memba-
ngun kolaborasi lintas
pemerintahan.

Rakor tersebut
membahas tiga agenda
strategis yang menja-
di prioritas pemer-
intah daerah, yakni
penegasan batas desa,
optimalisasi pengelo-
laan keuangan desa,
serta pembentukan
Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) Desa. Ke-
tiga agenda tersebut
dinilai penting untuk
memperkuat tata kelo-
la pemerintahan desa
sekaligus memberikan
kepastian administrasi
dan perlindungan hu-
kum bagi masyarakat.

"Penegasan ba-
tas desa, pengelolaan
keuangan yang baik,
dan pembentukan
Posbakum Desa mer-
upakan fondasi pent-
ing bagi pemerintahan
desa yang profesional
dan akuntabel," ujar
Azhari.

Bupati juga menga-
jak seluruh peserta ra-
pat untuk mensyuku-

Al |

r1  sejumlah capaian

pembangunan  yang
berhasil  diwujudkan
Pemerintah Kabupaten
Buton Tengah meski-
pun kondisi Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD)
masth relatif terbatas.
Menurutnya,  keber-
hasilan tersebut mem-
buktikan bahwa siner-
gi dengan pemerintah
pusat mampu mengh-
adirkan pembangunan
yang bermanfaat bagi

masyarakat.

Beberapa  proyek
strategis yang tel-
ah  berhasil direal-

isasikan di antaranya
pembangunan Rumah
Sakit Umum Daerah
(RSUD) Buton Ten-
gah, Sekolah Rakyat,
Program Instruksi
Presiden (Inpres) Jalan
Daerah,  Pengadilan
Agama, hingga pem-
bangunan Kantor Bu-
log. Seluruh program
tersebut  merupakan
hasil koordinasi inten-
sif pemerintah daerah

dengan  pemerintah
pusat.
"Apa yang su-

dah kita raih hari ini
menjadi bukti bahwa
kolaborasi lintas pe-
merintahan ~ mampu
menghadirkan pemba-
ngunan meski kemam-
puan keuangan daerah
terbatas. Karena itu,
saya berharap seluruh
desa ikut aktif men-
jemput program-pro-
gram pembangunan,"

tegasnya.
Secara historis, ke-
bijjakan  mendorong

desa menjadi lebih
mandiri dalam men-
gakses sumber pem-
biayaan bukanlah hal
baru di Indonesia.
Sejak  diberlakukan-
nya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, pemer-
intah memberikan ke-
wenangan yang leb-
th besar kepada desa
dalam merencanakan
pembangunan  seka-
ligus memperkuat par-
tisipasi  masyarakat.
Program Dana Desa
yang mulai disalur-
kan pada 2015 telah
menjadi salah satu in-
strumen utama pem-

2

erataan pembangunan
nasional, namun da-
lam perkembangannya
pemerintah juga men-
dorong desa memban-
gun kemitraan dengan
berbagai kementerian,
pemerintah  daerah,
BUMN, maupun sek-
tor swasta untuk mem-
perluas sumber pem-
biayaan.

Dalam konteks in-
ternasional, pendeka-
tan pembangunan
berbasis  kolaborasi
antarpemerintah juga
telah diterapkan di
berbagai negara. Or-
ganisasi untuk Ker-
ja Sama dan Pem-
bangunan  Ekonomi
(OECD) serta Perser-
ikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) melalui Tujuan
Pembangunan Berke-
lanjutan (Sustainable
Development Goals/
SDGs) menekankan
pentingnya kemitraan
lintas sektor dan lin-
tas tingkat pemerin-
tahan sebagai strategi
mempercepat pemba-
ngunan wilayah, men-
gurangi kesenjangan,
serta  meningkatkan
kesejahteraan ~ mas-
yarakat. Prinsip terse-
but sejalan dengan
langkah ~ Pemerintah
Kabupaten Buton Ten-
gah yang mendorong
desa lebih aktif me-
manfaatkan berbagai
peluang  pendanaan
eksternal.

Melalui rakor terse-
but, Pemerintah Kabu-
paten Buton Tengah
berharap seluruh pe-
merintah desa memi-
liki arah pembangunan
yang selaras dengan
prioritas daerah. Sin-
ergi antara pemerintah
desa, pemerintah ka-
bupaten, pemerintah
provinsi, dan pemer-
intah pusat diharapkan
mampu mempercepat
pemerataan infras-

truktur, meningkatkan
kualitas pelayanan
publik, serta men-
dorong kesejahteraan
masyarakat ~ melalui
optimalisasi berbagai
skema pendanaan

yang tersedia.(*)
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Polres Buton Perkuat Sinergi Lewat
ToleRUNSsi2 Sambut HUT Bhayangkara
ke-80

Laporan:La Harman

BUTON, BP- Pol-
res Buton menutup
rangkaian  peringa-
tan Hari Ulang Tahun
(HUT)  Bhayangka-
ra ke-80 Tahun 2026
dengan menggelar
lomba lari maraton
ToleRUN5i2 Bhayang-
kara 80 Tahun se-
jauh 10 kilometer di

Pasarwajo,  Minggu
(5/7/2026). Kegiatan
tersebut  berlangsung

meriah dan diikuti
peserta dari berbagai
daerah sebagai wu-
jud penguatan sinergi
antara Polri, pemerin-
tah daerah, dan mas-
yarakat melalui olah-
raga.

Setelah seluruh pe-
serta  menyelesaikan
perlombaan, kegiatan
dilanjutkan ~ dengan
senam sehat bersama
di Lapangan Mapolres
Buton. Suasana keber-
samaan semakin terasa
ketika panitia menyer-
ahkan hadiah kepada
para juara ToleRUN-
si2 10 Km dan men-
gundi berbagai door-
prize yang disambut
antusias para peserta.

Kapolres Bu-
ton AKBP Ali Rais
Ndraha, S.H., S.ILK.,
M.M.Tr., mengatakan

keberhasilan  penye-
lenggaraan  kegiatan
tersebut merupa-

kan hasil kerja sama
seluruh pihak yang
selama ini mendukung
setiap rangkaian perin-
gatan HUT Bhayang-
kara ke-80.

"Atas nama keluar-
ga besar Polres Buton,
saya mengucapkan se-
lamat kepada seluruh
peserta yang telah
menyelesaikan lomba
ToleRUNsi2 10 Km
dan seluruh perlom-
baan lainnya dengan
tetap menjunjung ting-
gi disiplin, sportivitas,
serta  kebersamaan,"
ujar AKBP Ali Rais
Ndraha.

Pelepasan peserta
sebelumnya  dilaku-
kan di depan Mapol-
res Buton, Jalan 25.
Kapolres didampingi
Sekretaris Daerah Ka-
bupaten Buton, Sek-
retaris Daerah Kabu-
paten Buton Selatan,
serta unsur Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda)
Kabupaten Buton dan
Kabupaten Buton Se-

latan.
Menurut
polres,

Ka-
ToleRUN-
si2  bukan sekadar
kompetisi  olahraga,
melainkan bagian dari
upaya mempererat
hubungan emosional
antara Polri dan mas-
yarakat. Melalui ke-
giatan tersebut, Polres
Buton ingin mengh-
adirkan ruang keber-
samaan yang sehat,
inklusif, sekaligus
memperkuat semangat
hidup aktif di tengah
masyarakat.

"Melalui momen-
tum HUT Bhayangka-
ra ke-80, Polres Buton

berkomitmen  untuk
terus hadir di tengah
masyarakat, bukan

hanya dalam menjaga
keamanan dan keterti-
ban, tetapi juga mem-
bangun kedekatan
melalui kegiatan yang
bermanfaat, edukat-
if, dan menyehatkan,"

kata Kapolres.
Ia menjelaskan,
lomba ToleRUN-

si2 merupakan salah
satu agenda penutup
setelah  sebelumnya
Polres Buton sukses
menyelenggarakan
sejumlah perlom-
baan, di antaranya
catur, domino, Play-
Station, dan bola voli.
Seluruh rangkaian
tersebut menjadi ba-
gian dari semarak Hari
Bhayangkara yang
puncaknya diperingati
melalui upacara pada
1 Juli 2026.

Kapolres juga men-
yampaikan  apresiasi
kepada Pemerintah Ka-
bupaten Buton, Pemer-
intah Kabupaten Buton
Selatan, Forkopimda,
organisasi  perangkat
daerah (OPD), pani-
tia pelaksana, personel
pengamanan,  tenaga
kesehatan, sponsor,
relawan, hingga mas-
yarakat yang telah
memberikan dukungan
sehingga seluruh kegia-
tan berjalan aman, tert-
ib, dan lancar.

"Semoga sinergi an-
tara Polri, pemerintah
daerah, TNI, seluruh
pemangku  kepentin-
gan, dan masyarakat
terus terjalin dengan
baik demi mewujudkan
Kabupaten Buton dan
Kabupaten Buton Sela-
tan yang aman, damai,
maju, dan sejahtera,"
tuturnya.

Tema HUT

Bhayangkara ke-80
Tahun 2026, yakni "80
Tahun Polri Mengab-
di untuk Masyarakat",
menurut Kapolres men-
jadi pengingat Dbah-
wa tugas kepolisian
tidak hanya menjaga
keamanan, tetapi juga
membangun keper-
cayaan publik melalui
pelayanan, pengabdian,
dan kolaborasi yang
berkelanjutan.

Secara historis, Hari
Bhayangkara dipe-
ringati setiap 1 Juli
sebagai momentum
lahirnya Kepolisian
Negara Republik Indo-
nesia (Polri) berdasar-
kan Penetapan Pemer-
intah Nomor 11 Tahun
1946 yang menempat-
kan Kepolisian Nega-
ra langsung di bawah
Perdana Menteri. Sejak
itu, Hari Bhayangkara
diperingati setiap tahun
sebagai refleksi atas
perjalanan institusi ke-
polisian dalam menjaga
keamanan dan keterti-
ban masyarakat di In-
donesia.

Di tingkat interna-
sional,  penyelengga-
raan ajang lari jalan
raya atau road race
telah lama dimanfaat-
kan banyak negara se-
bagai media kampanye
hidup sehat sekaligus
mempererat hubungan
antara institusi pemer-
intah dan masyarakat.
Berbagai  kepolisian
di dunia, seperti di Je-
pang, Australia, Ing-
gris, hingga Amerika
Serikat, secara rutin
menggelar kegiatan se-
rupa untuk membangun
kedekatan dengan war-
ga melalui pendekatan
yang lebih humanis dan
partisipatif.

Pelaksanaan
ToleRUNsi2 Bhayang-
kara 80 Tahun di Ka-
bupaten Buton menjadi
cerminan  pendekatan
tersebut. Selain men-
dorong gaya hidup se-
hat, kegiatan ini juga
memperkuat semangat
persatuan, sportivitas,
dan kolaborasi lintas
sektor. Antusiasme
peserta dari berbagai
daerah  menunjukkan
bahwa olahraga mampu
menjadi media efek-
tif dalam mempererat
hubungan antara Polri
dan masyarakat seka-
ligus memperkokoh se-
mangat pengabdian se-
bagaimana tema HUT
Bhayangkara ke-80.(*)
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BPOM Resmikan Aturan Baru,
Pengawasan Iklan Obat Kini Lebih Ketat

Fl, =

Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-
Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM)
resmi memperkuat
sistem pengawasan
promosi dan iklan obat
di Indonesia melalui
penerbitan  Peraturan
BPOM (PerBPOM)
Nomor 7 Tahun 2026
tentang Promosi dan
Iklan Obat. Regula-
si baru tersebut diter-
bitkan sebagai upaya
meningkatkan perlind-
ungan masyarakat dari
informasi  pemasaran
obat yang tidak objek-
tif, tidak lengkap, dan
berpotensi  menyesat-
kan di tengah pesatnya
perkembangan teknolo-
gi digital serta media
komunikasi.

Peraturan  tersebut
ditandatangani  Kepa-
la BPOM Taruna lkrar
pada 16 April 2026 dan
diundangkan oleh Ke-
menterian Hukum pada
29 April 2026. Aturan
ini sekaligus menggan-
tikan Peraturan BPOM
Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pedoman Pen-
gawasan Periklanan
Obat yang selama lima
tahun terakhir menjadi
acuan dalam penga-
wasan iklan obat di In-
donesia.

Kepala BPOM Ta-
runa Ikrar menegaskan
bahwa regulasi terbaru
disusun untuk memas-
tikan seluruh informa-
si mengenai obat yang
diterima  masyarakat
benar-benar dapat
dipertanggungjawab-
kan.

“Prinsip dari promo-
si dan iklan obat yang
dilakukan harus me-
menuhi empat hal, yak-
ni objektif, lengkap, ti-
dak menyesatkan, serta
mematuhi etika perikla-
nan,” kata Taruna Ikrar.

Menurut BPOM,
perubahan regulasi ti-

dak hanya mengikuti
perkembangan teknolo-
gi informasi, tetapi juga

merespons semakin
masifnya promosi pro-
duk kesehatan melalui
platform digital dan
media sosial. Karena
itu, tanggung jawab
pelaku usaha diperkuat
agar kegiatan promo-
si tidak menimbulkan
penyimpangan da-
lam distribusi maupun
penggunaan obat.
Dalam aturan terse-
but, BPOM membeda-
kan ketentuan promosi
berdasarkan  kategori
obat. Obat yang hanya
dapat diperoleh melalui
resep dokter hanya
boleh  dipromosikan
melalui media ilmiah
yang ditujukan kepada
tenaga medis maupun
tenaga kesehatan. Seba-
liknya, obat tanpa resep
dapat dipromosikan ke-
pada masyarakat umum
dengan syarat memper-
oleh persetujuan iklan
dari BPOM sebelum
dipublikasikan.
Permohonan  per-
setujuan iklan hanya
dapat diajukan oleh
industri farmasi pemi-
lik izin edar. Pedagang
besar farmasi, fasilitas
pelayanan kefarmasian,
penyelenggara  sistem
elektronik farmasi
(PSEF), maupun fasil-
itas lainnya yang ingin
melakukan promosi
wajib  bekerja sama
dengan industri farmasi
pemilik izin edar obat.
Taruna Ikrar men-
jelaskan bahwa materi
promosi harus memuat
informasi yang sesuai
dengan izin edar seh-
ingga masyarakat mem-
peroleh informasi yang
benar mengenai man-
faat, indikasi, hingga
peringatan penggunaan
obat.
“Informasi yang dis-
ampaikan tidak boleh

menimbulkan kes-
alahpahaman ataupun
memberikan ~ gamba-

ran yang keliru kepada
masyarakat,” ujarnya.

Ia  menambahkan,
promosi juga tidak
boleh dilakukan oleh
tenaga kesehatan atau-
pun tokoh masyarakat
dengan tujuan memen-
garuhi penggunaan obat
tertentu.

“Promosi dan iklan
obat harus disampaikan
secara jujur, bertanggu-
ng jawab, serta sesuai
norma kepatutan,” te-
gas Taruna Ikrar.

Salah satu perubah-
an penting dalam PerB-
POM Nomor 7 Tahun
2026 adalah penamba-
han sejumlah larangan
yang sebelumnya be-
lum diatur secara rin-
ci. BPOM melarang
pemberian contoh obat
kepada masyarakat,
pemberian bonus beru-
pa obat maupun sediaan
farmasi lainnya, poton-
gan harga atau komisi
yang berlebihan, hing-
ga penggunaan fitur
komunikasi dua arah di
media sosial sebagai sa-
rana transaksi jual beli
obat.

Regulasi terse-
but juga secara tegas
membatasi keterlibatan
influencer maupun in-
dividu dalam promo-
si obat. Mereka tidak
diperbolehkan melaku-
kan promosi ataupun
publikasi obat, kecuali
hanya tampil sebagai
pemeran dalam materi
iklan yang telah mem-
peroleh persetujuan
dari BPOM.

Selain memperketat
pengawasan, BPOM
juga menetapkan masa
transisi  bagi pelaku
usaha. Permohonan
persetujuan iklan yang
diajukan sebelum atur-
an baru berlaku tetap
diproses menggunakan
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PerBPOM Nomor 2
Tahun 2021. Sementa-
ra seluruh persetujuan
iklan yang telah diter-
bitkan wajib menye-
suaikan dengan regula-
si terbaru paling lambat
12 bulan sejak PerB-
POM Nomor 7 Tahun
2026 diundangkan.

Taruna Ikrar meng-
ingatkan seluruh indus-
tri farmasi, pedagang
besar farmasi, fasilitas
pelayanan kefarmasian,
penyelenggara  sistem
elektronik farmasi, dan
fasilitas lain agar me-
matuhi ketentuan terse-
but.

“Jika melakukan pe-
langgaran maka dapat
dikenakan sanksi ad-
ministratif mulai dari
peringatan, peringatan
keras, penghentian se-
mentara kegiatan, pen-
cabutan izin edar, atau
pencabutan  sertifikat
cara distribusi  obat
yang baik,” katanya.

Penyusunan regula-
si ini telah berlangsung

berkualitas.

mitra pembangunan.

mata. Menurutnya,

sejak  tahun 2025 pemerintah desa, tenaga kesehatan,
melalui  serangkaian dunia pendidikan, organisasi ke-
tahapan mulai dari masyarakatan hingga keluarga.

penyusunan rancangan, “Masalah stunting di Kabupaten
pembahasan internal, Buton merupakan persoalan serius

konsultasi publik, hing-
ga harmonisasi bersa-
ma Kementerian Hu-
kum dan kementerian/
lembaga terkait. Dalam
proses konsultasi pub-
lik, BPOM menerima
162 butir masukan dari
berbagai pemangku
kepentingan, termasuk
Kementerian Keseha-
tan, Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia
(YLKI), asosiasi indus-
tri farmasi, serta pelaku
industri farmasi.
Pengawasan terha-
dap promosi obat di In-
donesia telah berkem-
bang secara bertahap

bersama.

pati Buton.

Ia menjelaskan,

menjadi 20,94 persen.
Meski

BUTON, BP- Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Buton memperkuat
komitmen percepatan penurunan
stunting melalui Gerakan Cegah
Stunting dan Cek Kesehatan Gratis
yang digelar di Pelataran Perkan-
toran Takawa, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan yang menjadi bagian dari
rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT)
ke-67 Kabupaten Buton dan Hari
Jadi ke-23 Pasarwajo sebagai ibu
kota Kabupaten Buton itu menegas-
kan pentingnya sinergi seluruh pe-
mangku kepentingan dalam mem-
bangun generasi yang sehat dan

Gerakan tersebut dibuka secara
resmi oleh Wakil Bupati Buton
Syarifudin Saafa, S.T., yang had-
ir mewakili Bupati Buton. Selain
menghadirkan layanan cek keseha-
tan gratis bagi masyarakat, kegiatan
juga diisi penandatanganan deklara-
si komitmen pencegahan stunting
oleh berbagai unsur pemerintah dan

Dalam kesempatan itu, Wakil
Bupati menegaskan bahwa perso-
alan stunting tidak dapat disele-
saikan oleh sektor kesehatan se-
keberhasilan
menurunkan angka stunting mem-
butuhkan kerja bersama lintas sek-
tor, mulai dari pemerintah daerah,

yang harus menjadi perhatian kita
Penanganannya mem-
butuhkan sinergisitas, kolaborasi,
dan komitmen seluruh pemangku
kepentingan,” kata Syarifudin Saa-
fa saat membacakan sambutan Bu-

berdasarkan
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
Tahun 2024, prevalensi stunting
di Kabupaten Buton masih berada
pada angka 28,8 persen. Sementa-
ra itu, berdasarkan data Elektronik
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Ber-
basis Masyarakat (e-PPGBM) Ta-
hun 2025, angka tersebut menurun

menunjukkan
penurunan, pemerintah daerah me-
nilai capaian tersebut masih berada

Gerakan Cegah Stunting di Buton Target-
kan Prevalensi Turun Jadi 14,2 Persen

ingan diminta meningkatkan efekti-
vitas program pencegahan agar target
prevalensi stunting sebesar 14,2 persen
pada tahun 2029 dapat tercapai.

“Target tersebut hanya bisa diwu-
judkan melalui gerakan pencegahan
stunting yang dilaksanakan secara ter-
integrasi, efektif, efisien, dan berke-
lanjutan sesuai tugas dan fungsi mas-
ing-masing,” ujar mantan legislator
tersebut.

Sebagai bagian dari inovasi eduka-
si kesehatan, Wakil Bupati juga men-
dorong pemanfaatan teknologi digital
untuk meningkatkan pemahaman mas-
yarakat mengenai pentingnya pencega-
han stunting sejak dini.

“Di era digital seperti sekarang,
edukasi akan lebih efektif apabila me-
manfaatkan media digital, misalnya
melalui pemutaran video singkat ten-
tang pencegahan stunting di sekolah
sebelum kegiatan belajar dimulai,” ka-
tanya.

Kegiatan tersebut menghadirkan
dr. H. Muh. Hayyun, M.Kes., Sp.A.
sebagai narasumber. Hadir pula se-
jumlah kepala organisasi perangkat
daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak
PKK Kabupaten Buton, Ketua Dharma
Wanita Persatuan, Camat Pasarwajo,
para lurah, kepala desa, serta unsur
masyarakat lainnya.

Usai pembukaan, seluruh pe-
mangku kepentingan menandatangani
deklarasi atau pernyataan komitmen
Gerakan Cegah Stunting sebagai ben-
tuk keseriusan bersama dalam mem-
percepat penurunan angka stunting di
Kabupaten Buton.

Wakil Bupati kemudian meninjau
langsung pelaksanaan cek kesehatan
gratis yang berlangsung di Aula Kan-
tor Dinas Kesehatan Gedung B Taka-
wa. Pemeriksaan kesehatan tersebut
menjadi salah satu bentuk pelayanan
preventif sekaligus meningkatkan kes-
adaran masyarakat terhadap pentingn-
ya deteksi dini kondisi kesehatan.

Secara historis, penanganan stunt-
ing mulai menjadi agenda prioritas na-
sionMelalui gerakan yang melibatkan
pemerintah, tenaga kesehatan, organi-
sasi kemasyarakatan, pemerintah desa,
dunia pendidikan, hingga keluarga,
Pemerintah Kabupaten Buton berharap
upaya pencegahan stunting tidak han-
ya menjadi program seremonial, tetapi
berkembang menjadi gerakan kolektif
yang berkelanjutan dalam mewujud-
kan generasi Buton yang sehat, cerdas,
dan unggul.(*)

tren

sejak pembentukan  di atas target yang diharapkan. Oleh
BPOM sebagai lem- karena itu, seluruh perangkat daer-
baga independen pada ah bersama para pemangku kepent-
2001 melalui Kepu-

tusan Presiden No-  obat secara aman dan

mengawasi iklan obat

mor 103 Tahun 2001.
Seiring meningkatnya
penggunaan internet
dan media sosial, pe-
merintah memperbarui
berbagai regulasi pen-
gawasan obat, termasuk
menerbitkan PerBPOM
Nomor 2 Tahun 2021
yang kini disempur-
nakan melalui PerB-
POM Nomor 7 Tahun
2026. Langkah tersebut
menjadi bagian dari up-
aya pemerintah mem-

perkuat  perlindungan
konsumen serta men-
dorong  penggunaan

rasional.

Di tingkat global,
pengawasan  promosi
obat telah lama men-
jadi perhatian berbagai
otoritas kesehatan.
World Health Organi-
zation (WHO) sejak
1988 menerbitkan Eth-
ical Criteria for Medic-
inal Drug Promotion
yang menjadi rujukan
banyak negara dalam
mengatur promosi obat
secara etis. Di Amer-
ika Serikat, Food and
Drug  Administration
(FDA) secara ketat

resep melalui Office
of Prescription Drug
Promotion. Sementara
di kawasan Uni Ero-
pa, promosi obat diatur
melalui  berbagai di-
rektif yang membatasi
iklan obat resep kepada
masyarakat umum. Ke-
bijakan BPOM melalui
PerBPOM Nomor 7 Ta-
hun 2026 dinilai sejalan
dengan praktik inter-
nasional dalam mem-
perkuat  perlindungan
konsumen di era digital.

Dengan diberlaku-
kannya regulasi baru

tersebut, BPOM ber-
harap seluruh pelaku
usaha farmasi sema-
kin bertanggung jawab
dalam menyampaikan
informasi kepada mas-
yarakat. Melalui penga-
wasan yang lebih ketat,
promosi dan iklan obat
diharapkan mampu
mendukung  penggu-
naan obat yang aman,
efektif, rasional, serta
meningkatkan  keper-
cayaan publik terhadap
sistem pengawasan obat
nasional.(*)
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Don Ritto Bantah Uang Rp67 M Hasil

Penggeledahan, Klaim Dana Investasi
Pelabuhan di Kaltim

P

-..i

Handika Honggowongso, kuasa hukum tersangka tiga kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU), Don Ritto (DR) di Polda Metro Jaya, Selasa (14/7)

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-
Tersangka dugaan tin-
dak pidana pencucian

uang (TPPU), Don
Ritto, membantah
keterlibatannya den-

gan uang tunai senilai
Rp67,2 miliar yang
ditemukan  penyidik
saat penggeledahan di
Kafe de’Clan Signa-
ture dan Koin Money
Changer, kawasan Ci-
pete, Jakarta Selatan.
Melalui kuasa hukum-
nya, Don Ritto mene-
gaskan uang tersebut
merupakan dana kerja
sama investasi untuk
pembangunan  pela-
buhan di Kalimantan
Timur, bukan hasil
tindak pidana korup-
s maupun pencucian
uang.

Perkara yang men-
jerat Don Ritto kini
telah memasuki babak
baru setelah Korps
Pemberantasan  Tin-
dak Pidana Korupsi
(Kortas Tipidkor) Pol-
ri melimpahkan pen-
anganan tiga perkara
dugaan korupsi dan
TPPU kepada Kejak-
saan Agung. Dalam
perkara tersebut, Don
Ritto ditetapkan se-
bagai tersangka dari
unsur swasta, semen-
tara mantan Jaksa
Agung Muda Tindak
Pidana Khusus (Jam-
pidsus), Febrie Adri-
ansyah, juga ditetap-
kan sebagai tersangka
dalam perkara berbeda
yang masih berkaitan
dengan dugaan korup-

st dan TPPU.
Kejaksaan Agung
menyatakan akan

membentuk tim khu-
sus untuk menangani
perkara yang menyeret
Febrie  Adriansyah.
Pembentukan tim itu
dimaksudkan  untuk
menjaga independensi
penanganan  perkara
sekaligus meminimal-
kan potensi konflik
kepentingan  karena
yang bersangkutan

pernah menduduki ja-
batan strategis di insti-
tusi tersebut.

Selain membentuk
tim khusus, Kejak-
saan Agung memas-
tikan proses hukum
akan berlangsung se-
cara transparan, profe-
sional, dan akuntabel.
Bahkan, Komisi Pem-
berantasan  Korupsi
(KPK) akan dilibatkan
untuk memberikan
fungsi supervisi agar
penanganan  perkara
berjalan sesuai keten-
tuan hukum yang ber-
laku.

Di tengah pros-
es hukum tersebut,
kuasa hukum Don
Ritto, Handika Hong-
gowongso, menegas-
kan kliennya tidak
memiliki ~ hubungan
dengan uang puluhan
miliar rupiah yang
ditemukan  penyidik
saat  penggeledahan
beberapa waktu lalu.

“Pak Idon tidak
ada hubungan apa-
apa dengan urusan
itu. Apakah uang yang
ditemukan  penyidik
berkaitan dengan per-
kara ini? Kami jawab
tidak ada hubungan,”
kata Handika kepa-
da wartawan, Selasa
(14/7).

Handika menilai
tuduhan yang men-
gaitkan Don Ritto
dengan uang sitaan
tersebut tidak akan
mampu  dibuktikan
apabila perkara ber-
gulir hingga persi-
dangan.  Menurut-
nya, seluruh dalil
yang menghubung-
kan kliennya dengan
barang bukti itu akan
terpatahkan melalui
proses pembuktian
di pengadilan.

“Secara  hukum
pembuktian itu pasti
tertolak,” tegas Han-
dika.

Lebih lanjut, Han-
dika  menjelaskan
uang senilai Rp67,2
miliar tersebut mer-

upakan dana investa-
si hasil kerja sama
sejumlah pengusaha
dengan Don Ritto.
Dana itu disebut di-
siapkan untuk men-
dukung pembangu-
nan dermaga atau
pelabuhan di wilayah
Kalimantan Timur.

“Itu adalah kerja
sama dengan pengu-
saha untuk memba-
ngun dermaga atau
pelabuhan di daerah
Kalimantan Timur,”
ujarnya.

Sebelumnya,
penyidik Ditreskrim-
sus Polda Metro Jaya
bersama Kortas Tip-
idkor Polri melaku-
kan penggeledahan
secara maraton di
dua lokasi di Jakarta
Selatan. Dari opera-
si tersebut, penyidik
menemukan  uang
tunai miliaran rupiah
beserta sejumlah ba-
rang bukti lain yang
disimpan dalam se-
buah brankas be-
rukuran besar yang
disembunyikan  di
lokasi.

Berdasarkan hasil
penyidikan, Don Rit-
to diduga melakukan
tindak pidana pen-
cucian uang yang
berasal dari tindak
pidana korupsi. Se-
mentara itu, Febrie
Adriansyah diduga
terlibat dalam du-
gaan tindak pidana
korupsi dan/atau
pencucian uang ter-
kait proses penanga-
nan perkara terhadap
oknum penyelengga-
ra negara, termasuk
perkara PT Asabri
dan sejumlah perk-
ara dugaan korupsi
lainnya.

Kasus ini menja-
di perhatian publik
karena  melibatkan
aparat penegak hu-
kum dan dugaan
tindak pidana pen-
cucian uang dalam
jumlah besar. Dalam
praktik  penegakan

hukum di Indonesia,
tindak pidana pencu-
cian uang merupakan
kejahatan  lanjutan
yang bertujuan men-
yamarkan asal-usul
harta hasil tindak pi-
dana agar tampak le-
gal. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan
dan Pemberantasan
TPPU menjadi dasar
hukum utama dalam
penanganan perkara
semacam ini.

Secara histo-
ris, Indonesia telah
menangani sejumlah
perkara besar terkait
pencucian uang yang
berasal dari tindak
pidana korupsi, mu-
lai dari kasus BLBI,
proyek e-KTP, hing-
ga perkara PT Asa-
bri dan Jiwasraya.

Penanganan  perk-
ara-perkara  terse-
but  menunjukkan

bahwa aparat pen-
egak hukum sema-
kin mengedepankan
pendekatan  follow
the money untuk me-
nelusuri aliran dana
hasil kejahatan.

Di tingkat inter-
nasional,  pember-
antasan  pencucian
uang menjadi agen-
da utama berbagai
negara sejak diben-
tuknya Financial
Action Task Force
(FATF) pada 1989.
Organisasi tersebut
menetapkan standar
global dalam pence-
gahan pencucian
uang dan pendanaan
terorisme. Indonesia
sendiri resmi men-
jadi anggota penuh
FATF pada 2023, se-
hingga penanganan
perkara TPPU kini
mendapat perhatian
lebih besar dalam
rangka  memenuhi
standar internasional
mengenai transpar-
ansi sistem keuan-
gan dan penegakan
hukum.(*)
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UPI Telusuri Dugaan Penipuan Rp100
Juta yang Seret Nama Seorang Dosen

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP-
Universitas Pendi-
dikan Indonesia (UPI)
memastikan  tengah
menindaklanjuti  du-
gaan penipuan yang
melibatkan salah seo-
rang dosennya ber-
inisial DS  setelah
kasus tersebut ramai
diperbincangkan  di

media sosial. Pihak
kampus menegaskan
proses  pemeriksaan

dilakukan sesuai me-
kanisme internal den-
gan tetap menjunjung
tinggi asas praduga
tak bersalah.

Kepala Kantor Ko-
munikasi, Informasi,
dan Pelayanan Publik
UPI, Vidi Sukmayadi,
mengatakan informa-
si yang beredar telah
diterima pihak uni-
versitas dan langsung
diteruskan kepada
pimpinan untuk di-
proses sesuai ketentu-
an yang berlaku.

“UPI menyam-
paikan klarifikasi
kepada publik ter-
kait informasi yang
beredar di media so-
sial mengenai du-
gaan yang melibatkan
salah seorang dosen di
lingkungan UPI,” kata
Vidi dalam keterangan
tertulis yang dikutip
dari detikJabar, Selasa
(14/7).

Menurut Vidi, insti-
tusi memahami bahwa
isu tersebut telah me-
munculkan perhatian
dan kekhawatiran di
kalangan sivitas aka-
demika maupun mas-
yarakat. Karena itu,
kampus berkomitmen
menangani  perkara
tersebut secara pro-
fesional, transparan,
dan berdasarkan fakta
yang dapat dipertang-
gungjawabkan.

UPI juga mene-
gaskan bahwa seluruh
proses  penanganan
dilakukan dengan
menghormati hak se-
tiap pihak yang ber-
kaitan dengan perkara.
Universitas tidak akan
mengambil kesimpu-
lan sebelum seluruh
tahapan pemeriksaan
selesai dilaksanakan.

“Dalam  prosesn-

lustrasi

ya, UPI berkomitmen
menjunjung tinggi
prinsip akuntabili-
tas, transparansi, dan
keadilan, sekaligus
menghormati hak
seluruh pihak yang
berkaitan dengan per-
kara, termasuk pener-
apan asas praduga tak
bersalah,” ujar Vidi.

Kasus tersebut
mencuat setelah ung-
gahan akun Instagram
@kabarmahasiswa.id
menjadi viral. Dalam
unggahan itu disebut-
kan bahwa seorang
dosen bergelar doktor
diduga mengaku tel-
ah bercerai, kemudian
menjalin ~ hubungan
dekat dengan seo-
rang wanita sebelum
meminjam uang seki-
tar Rp100 juta dengan
alasan membiayai ke-
giatan riset.

Unggahan itu juga

menarasikan ~ bahwa
dana yang dipinjam
hingga kini belum
dikembalikan secara

lunas dan korban dise-
but mengalami kesu-
litan untuk menagih.
Informasi tersebut
kemudian menyebar
luas di berbagai plat-
form media sosial dan

memicu beragam
tanggapan dari mas-
yarakat.

Meski  demikian,

dugaan tersebut belum
memasuki proses hu-
kum. Kasat Reskrim
Polrestabes Bandung,
AKBP Anton, men-
yatakan hingga saat
ini kepolisian belum
menerima laporan re-
smi terkait dugaan pe-
nipuan tersebut.

“Saya cek dulu ya.
Tapi, seingat saya be-
lum ada laporan terkait
hal tersebut,” kata An-
ton saat dikonfirmasi
secara terpisah.

Vidi  menambah-
kan, hasil pemerik-
saan internal nantin-
ya akan diumumkan
melalui saluran resmi
universitas setelah
seluruh proses selesai.
la juga mengimbau
masyarakat untuk ti-
dak menyebarkan in-
formasi yang belum
terverifikasi agar tidak
mengganggu jalannya

pemeriksaan.
“Informasi  lebih
lanjut akan kami sam-
paikan melalui kanal
resmi setelah proses

pemeriksaan  tuntas
dilaksanakan,” tegasn-
ya.

Secara historis,

kasus dugaan pelang-
garan etik maupun
dugaan tindak pidana
yang menyeret oknum
tenaga pendidik di In-
donesia bukanlah hal
baru. Dalam sejumlah
kasus sebelumnya di
berbagai  perguruan
tinggi, penyelesaian
umumnya dilakukan
melalui dua jalur, yak-
ni pemeriksaan etik
oleh institusi pendi-
dikan dan proses hu-
kum apabila terdapat
laporan resmi kepa-

da aparat penegak
hukum. Pendekatan
tersebut bertujuan
menjaga integritas
lembaga pendidikan

sekaligus memastikan
perlindungan terhadap
hak seluruh pihak.

Di tingkat inter-
nasional, berbagai
universitas  ternama
juga menerapkan me-
kanisme serupa ketika
menghadapi  dugaan
pelanggaran yang
melibatkan dosen atau
peneliti. Prinsip trans-
paransi, akuntabilitas,
investigasi  indepen-
den, serta penghor-
matan terhadap asas
praduga tak bersalah
menjadi standar yang
diterapkan untuk men-
jaga kepercayaan pub-
lik terhadap institusi
pendidikan tinggi.

Kasus yang
menyeret nama dosen
UPI ini hingga kini
masih berada pada
tahap klarifikasi in-
ternal dan belum me-
masuki proses hukum
karena belum adanya
laporan resmi kepada
kepolisian. Oleh sebab
itu, seluruh informasi
terkait perkara terse-
but masih menung-
gu hasil pemeriksaan
yang dilakukan pihak
universitas  maupun
perkembangan lebih
lanjut apabila terdapat
pengaduan resmi dari
pihak yang merasa di-
rugikan.(*)
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Masjid Al-Muttaqin Wajo Bersiap
Berwajah Baru dengan Kapasitas Lebih
Besar, Wali Kota Yusran Fahim

Letak
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BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Baubau
resmi memulai pem-
bangunan sekaligus re-
habilitasi total Masjid
Al-Muttaqin di Kelura-
han Wajo, Kecamatan
Murhum, melalui
prosesi peletakan batu
pertama yang dilaku-
kan Wali Kota Baubau
H. Yusran Fahim, SE,
Selasa (14/7/2026).
Pembangunan tersebut
menjadi jawaban atas
harapan ~ masyarakat
yang telah lama meng-
inginkan rumah ibadah
yang lebih luas, kokoh,
dan mampu menam-
pung lebih banyak je-
maabh.

Peletakan batu per-
tama itu turut dihadiri
Wakil Wali Kota Bau-
bau Ir. Wa Ode Ham-
sinah Bolu, M.Sc.,
Sekretaris Daerah Kota
Baubau La Ode Darus
Salam, S.Sos., M.Si.,
sejumlah kepala organ-
isasi perangkat daer-
ah (OPD), serta tokoh
masyarakat Kelurahan
Wajo. Kehadiran unsur
pemerintah dan mas-
yarakat menjadi simbol
dimulainya kolabora-
si dalam mewujudkan
pembangunan  rumah
ibadah tersebut.

Secara teknis, Mas-
jid Al-Muttaqin akan
dibangun dengan pen-
ingkatan kualitas kon-
struksi  dibandingkan
bangunan sebelumnya.
Luas bangunan diper-
besar menjadi 18 x 24
meter dengan metode
konstruksi konvension-
al serta penggunaan
material tiang berkual-
itas guna menjamin

S

kekuatan bangunan
dalam jangka panjang
sekaligus memberikan
kenyamanan bagi para
jemaabh.

Dengan  kapasitas
yang lebih besar, mas-
jid ini diproyeksikan ti-
dak hanya menjadi tem-
pat pelaksanaan ibadah
wajib dan sunah. Ke
depan, Masjid Al-Mut-
tagin juga diharapkan
berkembang  sebagai
pusat kegiatan keag-
amaan, pendidikan,
pembinaan  generasi
muda, musyawarah
warga, hingga aktivitas
sosial kemasyarakatan
di lingkungan Kelurah-
an Wajo.

Wali Kota Baubau
H. Yusran Fahim men-
gatakan pembangunan
tersebut merupakan ha-
sil dari semangat keber-
samaan yang telah lama
dibangun oleh mas-
yarakat. Menurutnya,
aspirasi untuk melaku-
kan renovasi total mas-
jid sebenarnya sudah
muncul sejak beberapa
waktu lalu dan baru
dapat direalisasikan
setelah seluruh pihak
memiliki kesamaan
komitmen.

"Rencana  renova-
si total rumah ibadah
ini sebenarnya sudah
lama diwacanakan dan
sangat dinantikan oleh
masyarakat. Alhamdu-
lillah, hari ini kita dapat
memulainya berkat se-
mangat  kebersamaan
dan gotong royong,"
ujar Yusran Fahim.

Ia menegaskan, ke-
berhasilan pembangu-
nan tidak hanya ber-
gantung pada dukungan
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pemerin

tah, tetapi juga
ditentukan oleh ke-
kompakan panitia dan
masyarakat. Karena itu,
seluruh unsur diminta
terus menjaga komu-
nikasi serta mengopti-
malkan seluruh potensi
yang dimiliki agar pros-
es pembangunan ber-
jalan sesuai target.
"Panitia harus mam-
pu menggalang segala
kekuatan dan potensi
yang ada demi memper-
cepat proses penyelesa-
ian masjid. Kami ber-
harap masyarakat tetap
bersatu dan member-
ikan dukungan penuh

agar pembangunan
segera rampung,”" ka-
tanya.

Yusran Fahim juga
memastikan Pemerin-
tah Kota Baubau akan
terus mengawal pemba-
ngunan Masjid Al-Mut-
tagin hingga selesai.
Dukungan pemerintah,
kata dia, akan diberikan
sesuai mekanisme dan
regulasi yang berlaku
sehingga proses pem-
bangunan dapat ber-
langsung secara tertib,
transparan, dan akunt-
abel.

"Pemerintah  Kota
Baubau berkomitmen
mengawal proses pem-
bangunan ini dengan
penuh tanggung jawab,
sembari tetap memper-
hatikan ketentuan yang
berlaku," ucapnya.

Secara historis,
pembangunan  masjid
melalui semangat got-
ong royong telah men-
jadi bagian penting dari
perjalanan bangsa Indo-
nesia. Sejak masa awal
kemerdekaan, banyak
masjid di berbagai daer-
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ah dibangun melalui
partisipasi masyarakat,
pemerintah, tokoh
agama, dan para der-
mawan. Tradisi terse-
but menjadi salah satu
kekuatan sosial yang
mempererat persauda-
raan serta memperkuat
kehidupan keagamaan
masyarakat Indonesia
yang majemuk.

Dalam konteks in-

ternasional, fungsi
masjid juga mengalami
perkembangan  yang

signifikan. Di berbagai
negara seperti Turki,
Malaysia, Uni Emirat
Arab, hingga Inggris,
masjid kini tidak hanya
dimanfaatkan sebagai
tempat ibadah, tetapi
juga menjadi pusat pen-
didikan, pemberdayaan
ekonomi umat, layanan
sosial,  perpustakaan,
hingga pusat penang-
gulangan bencana
dan kegiatan kemanu-
siaan. Konsep tersebut
menunjukkan  bahwa
masjid memiliki peran
strategis dalam pem-
bangunan sosial mas-
yarakat modern.
Pembangunan Mas-
jid  Al-Muttaqin ~ di
Kelurahan Wajo dihara-
pkan menjadi tonggak
penguatan  nilai-nilai
kebersamaan di Kota
Baubau. Selain meng-
hadirkan fasilitas iba-
dah yang lebih layak,
proyek ini juga diharap-
kan menjadi simbol sin-
ergi antara pemerintah
dan masyarakat dalam
membangun kehidupan
sosial dan keagamaan
yang semakin inklusif,
produktif, serta berke-
lanjutan.(Ardi)
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Kejuaraan Angkat Berat Sultra di Baubau
Diikuti 11 Daerah Jadi Barometer

Pembinaan Atlet
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Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Dr. Mohamad

Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-
Kota Baubau diper-
caya menjadi tuan
rumah Kejuaraan
Angkat Berat Ting-
kat Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2026
yang diikuti kontin-
gen dari 11 kabupaten/
kota. Kejuaraan yang
dipusatkan di Gedung
SKOPMA Wajo itu re-
smi dibuka pada Sabtu
(11/7/2026) oleh Wali
Kota Baubau yang
diwakili ~ Staf Ahli
Bidang Pemerintahan,
Politik, dan Hukum,
Dr. Mohamad Tasdik,
M.Si. Selain menjadi
ajang perebutan presta-
si, kompetisi tersebut
juga  diproyeksikan
sebagai seleksi atlet
menuju Pekan Olahra-
ga Provinsi (Porprov)
Sulawesi Tenggara di
Kendari.

Penyelenggaraan
kejuaraan ini menja-
di bagian dari upaya

memperkuat  sistem
pembinaan  olahraga
prestasi di Sulawesi
Tenggara.  Atlet-at-

let terbaik yang lahir
dari kompetisi tingkat

provinsi  diharapkan
mampu memperkuat
kontingen  Sulawesi

Tenggara pada ke-
juaraan nasional, seka-
ligus menjaga regen-
erasi atlet angkat berat
secara berkelanjutan.
Dalam sambu-
tan Wali Kota Bau-
bau yang dibacakan
Dr. Mohamad Tas-
dik, Pemerintah Kota
Baubau menegaskan
komitmennya un-
tuk terus mendukung
pengembangan olah-
raga prestasi melalui
pembinaan yang ter-
arah dan berkesinam-
bungan. Menurutnya,
kompetisi merupakan
instrumen penting un-
tuk mengukur hasil
pembinaan atlet di se-
tiap daerah.
"Kejuaraan ini ada-

Tasdik, M.Si.

lah barometer pembi-
naan olahraga kita ber-
sama, seberapa jauh
kita telah merawat dan
mengembangkan po-
tensi atlet daerah," ujar
Dr. Mohamad Tas-
dik saat membacakan
sambutan Wali Kota
Baubau.

Sebagai tuan ru-
mah, Pemerintah Kota
Baubau juga menyam-
paikan apresiasi dan
ucapan selamat datang
kepada seluruh kontin-
gen dari 11 kabupaten/
kota. Kehadiran para
atlet, pelatih, dan ofi-
sial diharapkan tidak
hanya menghadirkan
persaingan yang sehat,
tetapi juga mempererat
hubungan antardaerah
di Sulawesi Tenggara.

"Kami berharap ke-
juaraan ini bukan seka-
dar arena kompetisi,
melainkan juga menja-
di wadah mempererat
silaturahmi, persauda-
raan, dan semangat
sportivitas  antaratlet
maupun antardaerah,"
kata Tasdik.

Dalam  pesannya
kepada para atlet, Wali
Kota  mengingatkan
bahwa keberhasilan di
cabang olahraga an-
gkat berat lahir dari
proses latihan yang
panjang, disiplin, dan
ketangguhan mental.
Menurutnya, penca-
paian prestasi tidak
hanya ditentukan oleh
kekuatan fisik, tetapi
juga oleh konsistensi
dalam menjalani pem-
binaan.

"Setiap beban
yang diangkat di atas
platform bukan ha-
nya menguji kekua-
tan fisik, tetapi juga
mencerminkan ketang-
guhan mental, disiplin,
dan hasil latihan yang
dijalani selama berta-
hun-tahun," lanjutnya.

Apresiasi juga
diberikan kepada para
pelatih  dan ofisial
yang selama ini men-
jadi bagian penting

Daerah

;_\\

dalam mencetak atlet
berprestasi. Wali Kota
menilai  keberhasilan
seorang atlet tidak
dapat dipisahkan dari
dedikasi para pembi-
na yang terus men-
dampingi proses lati-
han hingga memasuki
arena pertandingan.

Secara historis,
olahraga angkat berat
atau powerlifting mu-
lai berkembang pesat
di dunia sejak perten-
gahan abad ke-20 dan
kini dipertandingkan
dalam berbagai ke-
juaraan  internasion-
al di bawah naungan
International Pow-
erlifting  Federation
(IPF) yang berdiri
pada 1972. Organi-
sasi tersebut menjadi
induk penyelenggara
kejuaraan dunia dan
menetapkan  standar
pertandingan yang dii-
kuti banyak negara.

Di Indonesia, pem-
binaan angkat be-
rat terus mengalami
perkembangan melalui
kejuaraan daerah, ke-
juaraan nasional, hing-
ga Pekan Olahraga
Nasional (PON). Kom-
petisi tingkat provinsi
seperti yang digelar di
Baubau menjadi mata
rantai penting dalam
proses pencarian bibit
atlet potensial sebelum
tampil pada level yang
lebih tinggi, termasuk
mewakili daerah di
Porprov maupun ajang
nasional.

Melalui penye-
lenggaraan Kejuaraan
Angkat Berat Ting-
kat Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2026,
Pemerintah Kota Bau-
bau berharap lahir at-
let-atlet muda yang
mampu mengharum-
kan nama Sulawesi
Tenggara. Di sisi lain,
kegiatan tersebut juga
memperkuat ~ posisi
Baubau sebagai salah
satu daerah yang aktif
mendukung  pembi-
naan olahraga prestasi
sekaligus penyeleng-
garaan event olahraga
berskala provinsi.(*)



